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Abstrak 
Tuberkulosis (TB) sebagai penyakit infeksius telah meluas diberbagai negara 
termasuk di Indonesia. TB dianggap sebagai suatu penyakit yang dapat 
berdampak terhadap rendahnya produktifitas seseorang (penderita) sehingga 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara. 
Pemerintah Indonesia berupaya keras untuk mencegah dan menanggulangi TB 
dengan melalui berbagaimacam bentuk dan kegiatan. Kendati pemerintah telah 
berupaya keras namun angka TB di Indonesia masih tergolong cukup tinggi. 
Berdasarkan laporan WHO tahun 2013,  Indonesia berada pada ranking ke 
empat sebagai negara dengan beban TB tertinggi di dunia. Pada tingkat lokal 
sebagaimana yang terjadi di Kota Malang, jumlah TB masih menjadi kendala 
dalam mencapai Visi Malang Kota Sehat atau bebas dari penyakit TB.  Hasil 
penelitian tim analisis TB Daerah Kota Malang menunjukkan: Pertama, 
berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Malang, pada tahun 2013 angka TB 
mencapai 1610 orang (Angka TB CNR), dan dengan penemuan TB Paru (BTA+) 
mencapai 615 orang (Angka TB CDR), dan atau CDR mencapai 68,% dari CNR 
1610 orang. Angka TB tersebut meningkat dari tahun 2012 yang hanya mencapai 
1556 orang (Angka TB CNR), dan dengan penemuan TB Paru (BTA+) mencapai 
573 orang (Angka TB CDR), dan atau CDR mencapai 65,3% dari CNR 1556 
orang. Kedua, Penyakit TB di Kota Malang tersebut diakibatkan oleh minimnya 
kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan bersih terutama minimnya 
kesadaran untuk batuk dan bersin dengan baik dan benar. Sementara itu 
pasien TB tidak sedikit yang putus obat, sehingga gagal sembuh secara total, 
atau bahkan menjadi resisten terhadap obat, hinggal meninggal dunia.   Kondisi 
ini membuat Petugas puskesmas sebagai pendamping lapangan harus bekerja 
keras, dengan pro aktif melalui home visit  sebagai upaya untuk mencegah putus 
obat.  Kondisi kota Malang   yang berada di dataran tinggi dengan kondisi iklim 
suhu udara (22,2 derajat celcius – 24,5 derajat celcius) dan sebagai kota yang 
menarik kaum emigran untuk  tujuan sekolah, mencari pekerjaan dan wisata, 
setidaknya juga berkontribusi pada jumlah angka TB. Ketiga, Penderita TB di 
Kota Malang mendapatkan pelayanan obat gratis dari puskesmas sehingga 
penderita TB tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan obat.    Namun di 
sisi lain  jumlah  tenaga kesehatan   di puskesmas masih  terbatas. Hal ini tentu 
akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan khususnya bagi penderita TB.   
Program pelayanan kesehatan terutama terkait pelayanan pencegahan dan 
penanggulangan TB di Kota Malang juga masih  jauh dari harapan untuk 
mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Sehat atau terhindari dari penyakit TB. 
Program penanggulangan TB masih dianggap tugas Dinas Kesehatan dan belum 
terintegrasi atau  bersinergi dengan dinas lain, seperti dinas sosial, sinas 
ketenaga kerjaan maupun dengan dinas pekerjaan umum.  
Keempat, Kebijakan Anggaran Pemerintah Kota Malang dinilai tidak berpihak 
pada pelayanan kesehatan. Dari total APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2013, 
hanya 6,22% untuk bidang kesehatan. Padahal menurut undang-undang 
                                                          
197
 Dosen Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang  
198
 Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang 
257 
 
kesehatan, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran 10% untuk 
bidang kesehatan dari total APBD Kota Malang. Namun yang cukup 
memprihatinkan adalah anggaran untuk TB  hanya  sebesar 0,003%. Dan 
anggaran  inipun tidak semua teralokasi dengan baik ke dalam program 
pencegahan dan penanggulangan TB. Kesenjangan antara kebijakan anggaran, 
dan  program pembangunan kesehatan,   dianggap sebagai pemicu tercipta dan 
meluasnya penyakit TB di Kota Malang.  Kelima, Kerugian negara secara 
finansial akibat penyakit TB adalah sebesar 1.415.050.875 (Satu milliar empat 
ratus lima belas juta lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah.  
Namun, kerugian terbesar  sesungguhnya adalah hilangnya tenaga kerja 
produktif, dan menjadi bebn sosial keluarga. Berdasarkan temuan di atas, tim 
penyusun situasi TB Kota Malang merekomendasikan untuk melakukan tiga 
bentuk aksi, yaitu aksi utama, aksi kemitraan, dan aksi perumusan program 
strategis pencegahan dan penanggulangan TB di Kota Malang. Pada intinya tiga 
aksi tersebut diarahkan untuk mendorong beberapa point penting, yaitu :(1) 
Pemerintah Kota Malang dan pemerintah provinsi Jawa Timur perlu bekerjasama 
untuk membuat kebijakan pengobatan gratis bagi penderita TB disemua level 
layanan kesehatan terutama di Rumah Sakit Umum. (2) Pemerintah Kota Malang 
perlu menambah tenaga kesehatan di puskesmas sebagai upaya 
mengoptimalkan pelayanan publik khususnya bagi penderita TB. (3) 
Mengintegrasikan program pembangunan kesehatan yang saling terkait dengan 
pencegahan dan penanggulangan TB di Kota Malang. (4) Pemerintah Kota 
Malang perlu memperluas program pencegahan dan penanggulangan TB yang 
berbasiskan partisipasi aktif masyarakat. (5) Pemerintah Kota Malang perlu 
mendorong partisipasi stakholder secara luas sehingga persoalan TB bukan 
hanya tanggungjawab pemerintah Kota Malang. (6) Pemerintah Kota Malang 
perlu menyusun kebijakan anggaran yang berpihak kepada persoalan TB. 
Kebijakan anggaran harus mendukung secara nyata penanggulangan dan 
pencegahan TB di Kota Malang. (7) Pemerintah Kota Malang perlu melakukan 
publikasi data tentang TB secara transparan, terukur, dan dapat diakses oleh 
siapapun terutama bagi peneliti yang sedang mendalami persoalan TB di Kota 
Malang. Tiga bentuk aksi di atas juga diarahkan untuk mendorong stakeholders 
terutama Pimpinan Aisyiyah Kota Malang untuk terus berupaya membangun 
komunikasi intensif dengan Pemerintah dan DPRD Kota Malang, Dinas 
Kesehatan Kota Malang, Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, 
dan Kelompok Dukungan Sebaya (KDS)  sehingga terbentuk suatu kerjasama 
dalam menjalankan program pencegahan dan penanggulangan TB secara aktif, 
tuntas, dan berkelanjutan.  
  
Kata Kunci: Tuberkulosis (TB) , Pencegahan, Penanggulangan, Pemerintah 
Kota Malang.  
 
 
Tuberculosis (TB) as an infectious disease has been widespread in many 
countries including Indonesia. TB is considered as a disease that can affect a 
person's low productivity (patients) that affect the economic growth and well-
being of a country. The Indonesian government strive to prevent and control TB 
through any way and activities. Although the government has tried hard but the 
rate of TB in Indonesia is still quite high. In 2010, Indonesia is ranked as the state 
with the fifth highest TB burden in the world. Estimated prevalence of TB cases 
amounted to 660,000, and the estimated incidence amounted to 430,000 new 
cases a year. The number of TB deaths estimated 61,000 deaths a year (Minister 
of Health, 2010). Malang is still an obstacle in achieving the vision be malang 
healty city, or free of TB disease. In 2007, for TB disease, CDR which achieved 
only 57% and still achieve a cure rate of 54%. Malang became one of the cities 
with the most people with TB disease, as supported by the location of the 
landscapes are located in the highlands to the climatic conditions of air 
temperature (22.2 ° C - 24.5 ° C) (KPDE Malang Government, 2006).  
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Results of the research team analyzes the TB Regional Malang shows: First, 
based on data from the Department of Health Malang, in 2013 the number of TB 
reached 1610 peoples (figure TB CNR), and with the discovery of pulmonary TB 
(AFB +) reached 615 peoples (rate of TB CDR), and or CDR reaches 68,% of the 
CNR in 1610. The rate of TB has increased from 2012 which only reached 1556 
people (figure TB CNR), and with the discovery of pulmonary TB (AFB +) 
reached 573 people (rate of TB CDR), and or CDR reaches 65.3% of the CNR in 
1556. Second, TB disease in Malang is caused by lack of public awareness for 
healthy living and clean, especially the lack of awareness to cough and sneeze 
properly. Third, communications through officer Poly RSSA of TB to TB patients 
is less well assessed so that TB patients, especially patients with MDR TB are 
reluctant to seek treatment completely. MDR TB patients and their families 
desperate for treatment, and they willingly accept it if one day die bacause of TB 
disease suffered. Clinic staff as a field companion also experiencing despair 
encourage MDR TB patients to be treated completely. Fourth, TB patient in 
Malang get free medicine from the clinic services. Free medicine is not available 
in the hospital. So that TB patients find it difficult to get access to services at the 
hospital. Fifth, TB patients have great hopes of the ministry health centers. 
Because the medicine is available for free at the health center of the 
neighborhood and close them. But unfortunate health care facilities, especially 
the provision of community health workers in health centers is very limited. 
Community health workers in health centers are not proportional to the number of 
health centers in Malang. Sixth, the health care program, especially related to the 
prevention and control of TB services in Malang is too far from Malang hopes to 
achieve as a Healthy City or unavoidable from TB disease. Health programs of 
Malang City Health Office assessed a technical nature (administrative), that’s not 
integrated between a program with the other programs to support prevention and 
control of TB disease in Malang. Seventh, Malang Government Budget Policy 
judged in favor of the health service. Of the total budget for Fiscal Year 2013 
Malang, only 6.22% for the health sector. And according to the laws of health in 
Malang, local government must allocate 10% to the total budget of the health 
sector. Eighth, Budget 6.22% to health sector in Malang of the total budget for 
Fiscal Year 2013 are not allocated properly to the prevention and control of TB 
programs, but the budget actually leads to programs that are not directly related 
to the field of prevention and control TB in Malang. Ninth, the total loss suffered 
as a result of TB disease is at 1,415,050,875 (one billion four hundred and fifteen 
million fifty thousand eight hundred and seventy-five dollars. Tenth, The gap 
between budget policy, health development programs, and lack of health facilities 
to the prevention and prevention of TB disease in Malang is considered as the 
trigger is created and spread of TB disease in Malang.  
Based on the findings above, the editorial team of the TB situation Malang 
recommend to do the three forms of action, the main action, partnerships action, 
and strategic action program formulation prevention and control of tuberculosis in 
the city of Malang. In essence these three actions aimed at encouraging some 
important points, namely: (1) The Government of Malang and East Java 
provincial governments need to work together to create a policy for free treatment 
for TB patients at all levels of health services, especially in the General Hospital. 
(2) The Government of Malang need to increase health workers in health centers 
in an effort to optimize the public service, especially for TB people. (3) Integrating 
health development programs that are related to the prevention and control of TB 
in Malang. (4) The Government of Malang need to expand TB prevention and 
control programs are based on the active participation of the community. (5) 
Malang Government needs to encourage stakeholder participation broadly to the 
issue of TB is not only the responsibility of the government of Malang. (6) The 
government needs to devise Malang budget policies that favor the TB problem. 
Policies should support real budget reduction and prevention of TB in Malang. (7) 
Malang Government needs to publication of data on TB transparently, scalable, 
and accessible to anyone, especially for researchers who are steeped in the 
issue of TB in Malang.  
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Three forms of action above also directed to encourage stakeholders, especially 
in Malang Aisyiyah Leaders to continue in building an intensive communication 
with the governments and parliaments of Malang, Malang City Health 
Department, Universities, Community Leaders, Religious Leaders, and Peer 
Support Groups (KDS) that formed a partnership in running the TB prevention 
and control programs are active, complete, and sustained.  
 
Keywords: Tuberculosis (TB), Prevention, Mitigation, Government of Malang. 
 
 
Potret Kondisi TB di Indonesia 
Tuberkulosis (TB) adalah penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri yang nama 
ilmiahnya adalah Mycobacterium Tuberculosis. TB pertama kali ditemukan oleh Dokter 
Jerman yang bernama Robert Koch pada tahun 1882yang membuatnya menerima 
hadiah nobel untuk penemuan ini. TB paling umum mempengaruhi paru-paru, namun 
juga dapat melibatkan semua organ apa saja dari tubuh. Seseorang terinfeksi bakteri 
259Tuberculosis ketika menghirup sedikit partikel-partikel dari dahak yang terinfeksi dari 
udara.Bakteri-bakteri tercemar ke dalam udara ketika seseorang yang mempunyai 
infeksi 259uberculosis paru batuk, bersin, bersorak atau meludah. Orang – orang yang 
saling berdekatan, juga kemungkinan akan menghirup bakteri ke dalam paru-paru 
mereka.TB tidak menular melalui berjabat tangan dan bertukar pakaian dengan orang – 
orang yang terinfeksi (www.totalkesehatananda.com/tuberculosis, 2014). 
 
Seiring perkembangan kehidupan manusia penyakit TB diprediksi akan semakian 
meluas dalam kehidupan masyarakat. Penyakit TB dinilai sebagai penyakit yang mudah 
tersebar dalam kehidupan manusia. WHO mengakui penyakit TB merupakan salah satu 
penyakit yang membahayakan bagi kehidupan manusia dimasa yang akan datang. 
Karena itu, strategi pencegahan dan penanggulangan TB harus dipikirkan secara 
bersamai, baik di tingkat global maupun regional.  
 
WHO menyatakan bahwa TB merupakan kedaruratan global bagi kemanusiaan. 
Walaupun strategi DOTS telah terbukti sangat efektif untuk pengendalian TB, tetapi 
beban penyakit TB di masyarakat masih sangat tinggi. Dengan berbagai kemajuan yang 
dicapai sejak tahun 2003, diperkirakan masih terdapat sekitar 9,5 juta kasus baru TB, 
dan sekitar 0,5 juta orang meninggal akibat TB di seluruh dunia (WHO, 2009, dalam 
Strategi Nasional Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014). 
 
Data WHO tersebut menghendaki kepada negara-negara di dunia termasuk Indonesia 
untuk memikirkan secara trategis melakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit 
TB dalam kehidupan warga masyarakat masing-masing. Menurut laporan WHO tahun 
2012 Jumlah  penderita TB di Indonesia  berada pada peringkat keempat  di dunia 
dengan  Estimasi prevalensi TB semua kasus adalah sebesar 660,000. Sedangankan      
estimasi insidensi menurut kementrian kesehatan, adalah berjumlah 430,000  kasus 
baru per tahun. Jumlah kematian akibat TB diperkirakan 61,000 kematian per tahunnya 
(Menteri Kesehatan RI, 2012).  
 
Memahami persoalan tersebut pemerintah Indonesia mengupayakan menyusun 
program strategis untuk penanggulangan dan pencegahan TB di Indonesia. Program 
strategis Indonesia untuk pencegahan dan penanggulangan TB terlihat dari program 
strategis nasional menteri kesehatan tahun 2010-2014 berikut ini.  
 
Mengacu pada RPJMN, Kementerian Kesehatan menetapkan empat misi dalam 
rencana stratejik 2010-2014 sebagai berikut: 1. Meningkatkan derajat kesehatan 
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masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat 
madani; 2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya 
kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan; 3. Menjamin ketersediaan 
dan pemerataan sumber daya kesehatan;  serta 4. Menciptakan tata kelola pemerintah 
yang baik (Menteri Kesehatan RI, 2010).Dalam kurun waktu empat tahun yaitu antara 
tahun 2010 hingga 2014, pemerintah Indonesia mengupayakan secara nyata agar misi 
di atas dapat tercapai dengan baik dan benar dengan melalui program strategis ini.  
 
Berdasarkan misi tersebut Kementerian Kesehatan telah merumuskan enam  utama, 
meliputi: 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani 
dalam pembangunan kesehatan melalui kerja sama nasional dan global 2. 
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan berkeadilan, serta 
berbasis bukti  dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif; 3. Meningkatkan 
pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial 
kesehatan nasional; 4. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM 
kesehatan yang merata dan bermutu; 5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan 
keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, 
kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; dan 6. 
Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan 
berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggung jawab 
(Menteri Kesehatan RI, 2010).  
 
Pada tahun 2011 pemerintah Indonesia dinilai mampu menanggulangi penyakit TB. Hal 
ini terlihat dari Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia Tahun 
2011, Indonesia telah mencapai target Milenium Development Goals(MDGs) 2015 dalam 
bidang penurunan penyakit TB. Sebagai contoh, Angka kejadian Tuberkulosis (semua 
kasus/100.000 penduduk/tahun) pada tahun 1990 mencapai 343. Angka ini mampu 
diturunkan hingga pada 189 kasus per 100.000 penduduk per tahun pada tahun 2011. 
Keberhasilan ini dapat dilihat pada tabel 1.1 tentang Laporan Pencapaian Tujuan 
Pembangunan Milenium di Indonesia Tahun 2011 berikut ini.  
 
 
Tabel 1 
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia Tahun 2011 
Indikator 
 
 
Acuan 
dasar 
 
Saat ini 
 
Target 
MDGs 
2015 
 
Statu
s 
Sumber 
Target : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru 
Malaria  dan penyakit utama lainnyahingga tahun 2015 
Angka kejadian, prevalensi 
dan tingkat 
Kematian akibat 
Tuberkulosis 
     
Angka kejadian Tuberkulosis 
(semua 
kasus/100.000 
penduduk/tahun) 
343 
(1990) 
189 
(2011) 
 
 
 
 
 
Mulai 
berkuran
g 
●  
 
 
 
Laporan 
TB Global 
WHO, 
2011 
Tingkat prevalensi 
Tuberkulosis(per 
100.000 penduduk) 
443 
(1990) 
289 
(2011) 
● 
Tingkat kematian karena 92 27 ● 
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Tuberkulosis 
(per 100.000 penduduk) 
(1990) (2011) 
Proporsi jumlah kasus 
Tuberkulosis yang 
terdeteksi dan diobati dalam 
program 
DOTS 
 
     
Proporsi jumlah kasus 
Tuberkulosis yang 
terdeteksi dalam program 
DOTS 
20,0% 
(2000) 
83,48% 
(2011) 
70,0% ● Laporan 
TB Global 
WHO, 
2009 
Laporan 
Kemenke
s.  
Proporsi kasus Tuberkulosis 
yang diobati 
dan sembuh dalam program 
DOTS 
87,0% 
(2000) 
90,3% 
(2011) 
85,0% ● 
Keterangan: Status :● Sudah Tercapai  
Sumber: Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia Tahun 
2011.  
 
Tabel di atas juga menunjukkan Program Pengendalian TB di Indonesia mengalami 
peningkatan. Terlihat peningkatan angkapenemuan kasus Case Detection Rate (CDR) 
dari 20,0 % pada tahun 2000 menjadi 83,48 % pada tahun 2011. Usaha untuk mencapai 
hasil ini dimulai sejak tahun 1996, dimana padatahun itu CDR hanya mencapai 4,6 %. 
Pengobatan TB memerlukan waktu sekitar6-8 bulan, sehingga untuk mendapatkan 
angka keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) diperlukanwaktu untuk evaluasi 
selama 9-12 bulan, maka pasien yang berobat pada tahun 2010 baru dapatdilaporkan 
pada tahun 2011. SR pada tahun 2000 mencapai 87,0 % dan terjadi peningkatansampai 
dengan 90,3 % pada tahun 2011. Kedua indikator tersebut merupakan sasaran dari 
MDGs, dan telah melampaui target MDGs (masing-masing 70 dan 85 %). Indonesia 
adalahnegara pertama dari 22 High Burden TB Countries di wilayah Asia Tenggara yang 
mencapai targetglobal yaitu CDR 70 % dan SR 85 % pada tahun 2005. 
 
Selain itu keberhasilan pengendalian TB ini juga ditunjukkan oleh penurunan angkak 
ejadian TB yang diukur dengan jumlah kasus per 100.000 penduduk per tahun, tingkat 
prevalensi dan tingkat kematian TB. Angka kejadian TB menurun drastis dari 343 
kejadian per 100.000 penduduk padatahun 1990 menjadi hanya 189 kejadian 20 tahun 
kemudian. Tingkat prevalensinya juga menurun dari 443 kejadian per 100.000 penduduk 
pada tahun 1990 menjadi 289 pada tahun 2010. Sementara itu tingkat kematian karena 
penyakit ini juga menurun dari 92 kejadian per 100.000 penduduk pada tahun 1990 
menjadi 27 pada tahun 2010 
Ditinjau dari skala regional (provinsi), Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu 
penyumbang jumlah penemuan penderita TB Paru terbanyak dan disusul Provinsi Jawa 
Barat.Berdarakan data dinas kesehatan Jawa Timur dalam buku profil kesehatan tahun 
2012 menunjukkan angka penemuan kasus baru BTA Positif (Case Detection Rate) 
merupakan proporsi penemuan kasus TB BTA Positif dibanding dengan perkiraan kasus 
dalam persen. Pada tahun 2012, angka CDR sebesar 63.03% dengan jumlah kasus 
baru (positif dan negatif) sebanyak 41.472 penderita dan BTA Positif baru sebanyak 
25.618 kasus. Kondisi tersebut masih jauh dari target CDR yang ditetapkan yaitu 70%. 
Perkembangan CDR dan Success Rate (SR) digambarkan pada grafik di bawah ini. 
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Sumber : Laporan Program TB Seksi Pemberantasan Penyakit, Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Timur.  
 
Gambar 1 Perkembangan Persentase CDR dan Success Rate TBProvinsi Jawa 
Timur Tahun 2009-2012 
 
 
Pada tahun 2012, terdapat 18 kabupaten/kota yang telah mencapai target CDR70%, 
sedangkan 20 kabupaten/kota lainnya masih belum. Kondisi tersebut menunjukkan 
kabupaten/kota yang berhasil mencapai target 70% semakin meningkat. Kegiatan 
penemuan pasien TB mengalami kemajuan. Berdasarkan jenis kelamin, 
penderitapenyakit TB Paru ternyata lebih banyak menyerang laki-laki (54%) 
dibandingkan perempuan (46%). Hal tersebut ditunjukkan dengan peta persebaran CDR 
dan SR di Provinsi Jawa timur  dari Tahun 2010-2012 sebagaimana gambar 1.2. 
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Sumber : Laporan Program TBSeksi Pemberantasan Penyakit, Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Timur. 
 
Gambar 2 Peta persebaran CDR dan SR di Provinsi Jawa timur  dari Tahun 2010-
2012. 
 
Kendati di tingkat propinsi terdapat 17 Kabupaten/Kota memenuhi 70% kesuksesan 
penanggulangan TB bukan dalam arti pemerintah Provinsi Jatim dapat dikatakan sukses 
dalam penanggulangan dan pencegahan TB. Justru data di atas menunjukkan masih 
terdapat 20 Kabupaten/Kota yang belum memenuhi angka 70% kesuksesan 
penanggulangan TB.  
 
Di tingkat Kabupaten/Kota termasuk Kota Malang masih menuai banyak persoalan 
dalam pencegahan dan penanggulan TB.  Kota Malang masih mengalami kesulitan 
untuk mencapai Visi Malang Kota Sehat atau bebas dari penyakit TB. Pada tahun 2007, 
untuk penyakit TB, CDR yang dicapai hanya 57% dan Tingkat kesembuhan masih 
mencapai 54%. Kota Malang menjadi salah satu kota dengan pengidap penyakit TB 
terbanyak, karena didukung oleh letak tata kotanya yang berada di dataran tinggi 
dengan kondisi iklim suhu udara (22,2 derajat celcius – 24,5 derajat celcius) (KPDE 
Pemerintah Kota Malang, 2006).  
 
Berdasarkan kajian terdahulu terdapat beberapa point penting yang menyebabkan 
sulitnya pencegahan dan penanggulangan penyakit TB di Kota Malang, yaitu 
kelembaban yang relatif tinggi (berkisar 74%-82% ) memudahkan basil tuberkulosis 
hidup lebih lama, sehingga memberikan kecenderungan kepada para penduduknya 
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terserang penyakit tuberkulosis ataupun penyakit saluran nafas lainnya. Berdasarkan 
data penderita tuberkulosis Kota Malang dan sekitarnya, kadar keterjangkitan penyakit 
tuberkulosis mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Data terakhir menunjukkan pada 
tahun 2007, jumlah kasus terakhir meningkat 29% dibandingkan tahun 2006  dari 1906 
orang menjadi 1.418 orang (Annisa Tanjung, 2008). 
 
Kondisi rumah yang tidak sehat juga ikut berpengaruh terhadap petumbuhan penyakit 
TB, demikian juga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Capaian Rumah 
Tangga Ber-PHBS Tahun 2010 tercatat mencapai 48, 29 % rumah tangga Ber-PHBS 
dari  21.252 rumah tangga yang disurvei. Pada Tahun 2011 jumlah kasus baru dan lama 
TB Paru mencapai 2.001 kasus, dimana terdiri dari 1.331 kasus baru dan 670 kasus 
lama. Prevalensi dari kasus TB paru tahun 2011 mencapai 244, artinya selama tahun 
2011 terdapat 244 kasus dari setiap 100.000 penduduk Kota Malang. Namun prevalensi 
antara laki-laki dan perempuan adalah laki-laki yang mencapai 137 dan perempuan 
mencapai 121 (Buku Profil Kesehatan Dinkes Kota Malang Tahun 2012).  
 
Angka insiden kasus baru pada tahun 2011 mencapai 162,3, artinya dari 100.000 
penduduk Kota Malang pada tahun 2011 terjadi kasus baru penyakit TB paru yang 
menyerang 162 - 163 orang penduduk Kota Malang. Sedangkan angka insiden kematian 
akibat penyakit TB paru adalah 3,7,artinya dari 100.000 penduduk Kota Malang, yang 
rentan terserang penyakit TB paru dan berakibat pada kematian terjadi pada 3 hingga 4 
orang.  
 
Adapun jumlah kasus selama tahun 2011, jumlah kasus klinis TB paru mencapai 2.001 
kasus dan jumlah kasus BTA (+) mencapai 614 kasus. Sedangkan angka penemuan 
kasus (CDR) mencapai 69,96%, artinya pada tahun 2011 ditemukan 69 - 70 kasus baru 
BTA (+) dari 100 jumlah penduduk yang diperkirakan pada tahun yang sama. 
Sedangkan CDR laki-laki mencapai 74,62% jika dibandingkan dengan perempuan yang 
mencapai 65,42%. Pada tahun 2011, jumlah kasus TB paru yang diperkirakan terjadi 
adalah 878 kasus baru.Sedangkan tingkat kesembuhan penderita TB paru pada tahun 
2011 mencapai 71,84%, dimana dari 696 penderita BTA (+) pada tahun 2010 yang 
diobati dan sembuh pada tahun 2011 mencapai 500 penderita. Penderita tersebut telah 
menerima pengobatan anti TB paru dan telah dinyatakan sembuh. Sedangkan angka 
kesuksesan mencapai 80,32%. Artinya penderita TB paru yang sembuh dan mengikuti 
pengobatan lengkap mencapai 80 - 81 per 100 penderita TB paru yang berobat (Buku 
Profil Kesehatan Dinkes Kota Malang Tahun 2012).  
 
Pada tahun 2011 pengembangan program pengendalian penyakit TB Paru masih 
menggunakan strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shorcoursechemotherapy 
yang telah dilaksanakan di seluruh puskesmas di Kota Malang. Selama tahun tersebut 
pengobatan terhadap penderita penyakit TB Paru telah dilaksanakan dan masih berjalan 
terhadap 2.001 penderita, yang terdiri dari 1.331 kasus baru dan 670 kasus lama. Dalam 
penanganan program, semua penderita TB yang ditemukan ditindaklanjuti 
dengan paket-paket pengobatan intensif. Melalui paket pengobatan yang diminum 
secara teratur dan lengkap, diharapkan penderita akan dapat disembuhkan dari penyakit 
TB Paru yang dideritanya. Namun demikian, dalam proses selanjutnya tidak tertutup 
kemungkinan terjadinya kegagalan pengobatan akibat dari paket pengobatan yang tidak 
terealisasi atau drop out (DO), terjadinya resistensi obat atau kegagalan dalam 
penegakan diagnosa di akhir pengobatan. 
 
Upaya pemerintah Kota Malang dalam menanggulangi tuberkulosis (TB) setiap tahun 
menunjukkan kemajuan. Hal ini dapat diketahui dari angka kejadian kasus menular 
maupun dari meningkatnya jumlah penderita yang ditemukan dan disembuhkan setiap 
tahun. Pada tahun 2011, jumlah penderita TB Paru klinis di Kota Malang mencapai 
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2.001 orang, meningkat dari tahun 2010 yang mencapai 1.670 orang. Demikian juga 
dengan penderita TB Paru BTA positif pada tahun 2011 berjumlah 614 orang, menurun 
dari tahun 2010 yang berjumlah 695. Selain angka insiden, keberhasilan program 
pengendalian TB Paru dapat dilihat pada beberapa indikator program pengendalian TB 
Paru yang antara lain melalui angka penemuan kasus case detection rate(CDR) dan 
angka keberhasilan pengobatan success rate(SR).Tingkat kesembuhan dari penderita 
pasca pengobatan biasanya sangat sulit ditegakkan oleh karena kendala dari penderita 
dalam mengeluarkan dahak sehingga dalam pemantauan hasil akhir lebih diarahkan 
pada tingkat kelengkapan pengobatan atau success rate (SR). Angka kesembuhan 
tahun 2011 dari proses pengobatan yang mulai berjalan pada tahun 2010 adalah 
sebesar 80,32% atau berjumlah 559 pasien, yang terdiri dari 500 pasien sembuh dan 59 
pasien menjalani pengobatan lengkap(kompas, 2008 dalam Annisa Tanjung). 
 
Berdasarkan data tentang penyakit TB di Kota Malang tahun 2011, dengan angka 
kesembuhan (SR)  mencapai 80,32% dan angka penemuan kasus (CDR) 69,96%  yang 
mencakup penemuan kasus kepada laki-laki sebesar 74,62 %, dan kasus pada 
perempuan sebesar 65,42% menunjukkan bahwa Kota Malang belum mencapai target 
MGDs , yaitu untuk SR sebesar 80 % dan CDR sebesar 70 %. Kondisi tersebut juga 
terjadi pada tahun 2012, dimana Kota Malang masih belum mencapai target MGDs 
untuk CDR, karena angka CDR kota Malang hanya berkisar antara  35 % - 69%. Belum 
tercapainya CDR dan SR inilah yang menjadi salah satu penghambat bagi Kota Malang 
untuk mencapai Visi Malang sebagai Kota Sehat. Visi menjadikan Kota Malang sebagai 
Kota yang sehat ini tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Malang tahun 
2009-2013, dimana sasaran RENSTRA bagi penyakit TB adalah mencapai kesembuhan 
bagi penderita TBC BTA positif sebesar 80 % pada target lima tahunan, yang setiap 
tahun angkanya ditingkatkan, yaitu sebesar 60% pada tahun 2009 yang diharapkan 
menjadi 80% pada tahun 2013 (Buku Profil Kesehatan Dinkes Kota Malang Tahun 
2012). 
 
 
Profil TB di Kota Malang  
Angka TB di Kota Malang tergolong cukup tinggi dan membutuhkan perhatian serius dari 
Pemerintah Kota Malang. Pada tahun 2013 angka TB CNR atau semua pasien TB di 
Kota Malang mencapai 1610 orang. Angka TB CNR tersebut  lebih tinggi dibandingkan  
tahun 2012  yang mencapai 1556 orang. Kenaikan angka TB CNR tersebut, juga diikuti 
kenaikan angka TB CDR (Penemuan TB Paru)  yakni    angka TB CDR mencapai 573 
orang tahun 2012, dan meningkat menjadi  615 pada tahun 2013.  Kenaikan angka TB 
CNR dan CDR tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
266 
 
Bagan 1 
Angka TB CNR dan CDR Kota Malang 
 
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2014.  
Secara langsung kenaikan angka TB CNR pada tahun 2013 menunjukkan bahwa 
pencegahan dan penanggulangan TB di Kota Malang belum maksimal. Namun pada sisi 
lain, kenaikan angka TB CDR menunjukan kinerja Dinas Kesehatan Kota Malang dalam 
mencegahan dan penanggulangan TB di Kota Malang lebih maksimal, karena dalam 
teori pencegahan dan penanggulangan TB semakin banyak kasus TB yang dijumpai 
maka semakin baik kinerja pemerintah Kota Malang.  Lokasi Penemuan TB Paru (BTA+ 
atau CDR) paling banyak ditemukan di Puskesmas, disusul Rumah Sakit, Lapas, dan 
Dokter Pemerintah dan Swasta (DPS) sebagaimana bagan di bawah ini. 
Bagan 2 
Lokasi Penemuan TB Paru di Kota Malang 
 
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2014.  
2010 2011 2012 2013
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CDR 696 615 573 615
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Pada bagan tersebut terlihat penemuan TB Paru di Puskesmas pada tahun 2013 
mencapai 382 orang, Rumah Sakit 136 orang, Lapas 5 orang, dan DPS 92 orang. Data 
ini menunjukkan mestinya pemerintah Kota Malang harus memperhatikan sarana dan 
prasarana pendukung Puskesmas dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan 
TB di Kota Malang. Namun pemerintah Kota Malang masih cenderung mengabaikan 
kondisi sarana Puskesamas terutama tenaga medis dan tenaga kesehatan masyarakat. 
Analisis tentang sarana puskesmas akan dijelaskan pada bagian akar masalah.  
 
Jumlah kesembuhan Angka TB di Kota Malang pada tahun 2013 belum terekap 
sehingga untuk mengukur kinerja Pemerintah Kota Malang dalam penanggulangan atau 
pengobatan TB belum dapat dilakukan. Namun tim penelitian mengukur kinerja tersebut 
menggunakan data pada tahun 2011 dan 2012. Angka kesembuhan TB CNR pada 
tahun 2012 menurun dari tahun 2011 yakni pada tahun 2012 angka kesembuhan hanya 
mencapai 426 orang dari angka TB CNR 1556 orang, sedangkan pada tahun 2011 
angka kesembuhan mencapai 451 orang dari TB CNR 1646 orang. Angka kesembuhan 
TB tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini.  
 
 
Bagan 3 
Angka Kesembuhan TB di Kota Malang 
 
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2014.  
Menurunya angka kesembuhan pada tahun 2012 menunjukkan kinerja pemerintah Kota 
Malang belum cukup baik. Dinas Kesehatan Kota Malang belum memiliki program, 
kegiatan, dan anggaran yang cukup mendukung untuk mewujudkan Kota Malang 
sebagai Kota Sehat, dan atau minimal pada kontek penelitian ini terwujudnya Kota 
Malang bebas TB. Kendati demikian, pemerintah Kota Malang telah mampu 
menunjukkan keberhasilan pengobatan (SR) yakni pada tahun 2012 keberhasilan 
pengobatan mencapai angka 86%. Angka tersebut mendekati target MMDGs 87%. 
Angka SR yang dicapai pemerintah Kota Malang tersebut dinilai sebagai angka yang 
baik dan secara langsung menunjukkan kinerja baik pemerintah Kota Malang. Angka SR 
Kota Malang dapat dilihat pada bagan di bawah ini.  
 
 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TOTAL 443 620 1104 1458 1601 1518 1673 1646 1556 1610
CDR 184 339 462 504 545 592 696 615 573 615
SEMBUH 101 154 183 287 389 415 499 451 426
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Tabel  2 
Keberhasilan Pengobatan TB di Kota Malang 
 
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2014.  
Keberhasilan pengobatan TB di Kota Malang sebagaimana tabel di atas menujukkan 
keberhasilan pemerintah Kota Malang dalam melakukan pengobatan TB. Namun 
keberhasilan ini tidak ikuti keberhasilan pemerintah Kota Malang untuk menurunkan 
angka TB. Karena itu, tim peneliti menegaskan berdasarkan data tersebut pemerintah 
Kota Malang hanya berhasil melakukan pengobatan namun tidak berhasil melakukan 
pencegahan.  
 
Berdasarkan data trend angka TB di atas, terlihat bahwa penanganan TB di Kota Malang 
yang dilakukan oleh Pemerintah masih belum sepenuhnya berhasil. Hal ini bisa dilihat 
dari hasil CNR dan CDR yang dimulai pada Tahun 2010-2013, dimana angka CNR dan 
CDR nya cenderung fluktuatif atau bisa naik dan turun setiap tahunnya.Kemudian untuk 
angka jumlah penemuan TB Paru dengan kesembuhan dan total jumah pasien yang 
dibandingkan mulai tahun 2004 – 2013 juga terlihat angkanya masih fluktuatif. Dimana 
jumlah penderita TB dari tahun ke tahun angkanya cenderung naik walaupun angka 
kesembuhan dan penemuan kasus juga ikut naik. Angka CDR dan kesembuhan yang 
cenderung naik mulai tahun 2004-2013 ini tidak bisa dikatakan sukses, karena kenaikan 
angka CDR dan penemuan TB ini diikuti oleh naiknya jumlah angka penderita TB. 
 
Belum berhasilnya penanganan penyakit TB di Kota Malang juga ditunjukkan dengan 
Kasus kegagalan pasien yang berobat mengalami DO (Drop Out)  sejak  tahun 2005 – 
2012   angkanya juga masih cenderung fluktuatif. Sementara itu   dalam hal  pengobatan 
terhadap TB juga   masih dibutuhkan kerja keras oleh Pemerintah Kota Malang dan 
pihak-pihak yang terkait dalam upaya menanggulangi penyakit TB. Hal ini karena 
berdasarkan data keberhasilan trend pengobatan yang dimulai tahun 2006 – 2012, 
tingkat keberhasilan pengobatan atau SR (Succes Rate)  baru berhasil dicapai pada 
tahun 2012 yaitu sebesar 86% dari target SR yang ditetapkan sekitar 85%. Untuk kasus 
penemuan penyakit TB BTA+ yang dimulai dari tahun 2010-2013, Puskesmas masih 
menjadi tempat penemuan kasus terbanyak, diikuti oleh Rumah Sakit, Lapas dan 
DPS.Temuan tersebut menunjukkan bahwa Puskesmas masih menjadi tujuan utama 
bagi seseorang yang ingin berobat dan menyembuhkan penyakit TB nya. Dapat 
disimpulkan bahwa penanggulangan TB di Kota Malang masih belum sepenuhnya 
berhasil dan dibutuhkan usaha yang  keras dari berbagai pihak yang terlibat dalam 
penanggulangan TB. Belum berhasilnya penanggulangan TB oleh pemerintah Kota 
Malang ini dapat dilihat dari angka CDR, SR , kegagalan pengobatan, DO dan angka 
kesembuhan TB yang angkanya dari tahun ke tahun masih fluktuatifdan belum 
mencapai target MDGs yang telah ditetapkan. 
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Analisa Profil TB Kota Malang Tahun 2013  
Berdasarkan data TB Kota Malang sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini 
menunjukkan Pemerintahan Kota Malang dan stakholder terkait untuk terus berupaya 
secara nyata dalam melakukan pencegahan dan penanggulan TB secara efektif, 
menyeluruh, dan tuntas. 
 
Tabel 3 
Jumlah TB Kota Malang Tahun 2013 
Penderita TB Jumlah Jumlah Kematian 
TB BTA (+) Baru 615 11 
Penderita Kambuh 100 2 
Penderita TB BTA (-) 637 14 
Penderita TB Anak 152 1 
Penderita TB MDR 49 6 
Penderita TB HIV 11 0 
Jumlah 1610 34 
Penderita TB Laki-laki 708 - 
Penderita TB  Wanita 545 - 
Sumber: Diolah dari Buku Profil Kesehatan Dinkes Kota Malang, dan 
Didukung hasil wawancara langsung dengan Ibu Puji Lestari 
(Kasi Pengendalian Penyakit Dalam Dinkes Kota Malang.  
 
Jumlah total TB di Kota Malang tahun 2013 masih tergolong tinggi mencapai 
1610 orang. Jumlah tersebut terdiri dari TB BTA (+) Baru 616 orang dengan 
angka kematian 11 orang. Penderita TB kambuh mencapai 100 orang dengan 
angka kematian 2 orang. Penderita TB BTA (-) 637 orang dengan angka 
kematian 14 orang. Penderita TB BTA (-) adalah varian TB tertinggi dari varian-
varian TB lainnya. Penderita TB Anak mencapai 152 orang dengan angka 
kematian 1 orang. Penderita TB MDR mencapai 49 orang dengan angka 
kematian mencapai orang. Pada masing-masing TB tersebut terdapat angka 
prevalensi TB laki-laki mencapai 708 orang sedangkan TB perempuan mencapai 
545 orang. 
 
Berdasarkan grafik di bawah ini Kecamatan Klojen tergolong wilayah kepadatan 
tertinggi dari kecamatan-kecamatan lain di Kota Malang. Kepadatan ini 
merupakan implikasi logis dari luas wilayah Kecamatan Klojen 8,83% dari luas 
sebesar 11.006 ha atau 110,06 km2.Luas wilayah tersebut dihuni sejumlah 
penduduk 107. 805. Kepadatan penduduk kecamatan Klojen disusul kecamatan 
Blimbing, Lowok Waru, Sukun, dan Kedungkandang.  
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 Sumber: RPJMD Kota Malang 2008-2013. 
Gambar 3 Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) Berdasarkan Kecamatan Tahun 
2008-2012 
  
Secara teoritis, tingginya kepadatan penduduk pada suatu wilayah akan berpengaruh 
pada buruknya kondisi kesehatan pada wilayah tersebut. Tingginya kepadatan 
penduduk pada suatu wilayah akan memicu munculnya berbagai penyakit seperti 
penyakit TB. Menurut Dinas Kesehatan Kota Malang, salah satu yang memicu 
munculnya penyakit TB adalah adanya kepadatan penduduk yang tinggi pada suatu 
wilayah ( Dinas Kesehatan Kota Malang, 2012). Namun hasil temuan peneliti justru tidak 
demikian,  yakni tingginya kepadatan penduduk pada suatu wilayah tidak serta merta 
diikuti tingginya angka TB pada wilayah tersebut. Kecamatan Klojen yang kepadatan 
penduduk sangat tinggi dibanding kecamatan lain justru angka TB paling rendah 
dibandingkan kecamatan lain di kota malang. 
 
 
Tabel 4 
 Jumlah TB Paru dan TB BTA + Tahun 2013 Kota Malang 
 
Sumber: Diolah dari berbagai sumber..  
 
Di Kota Malang justru angka TB tertinggi ada di Kecamatan Kedungkandang yang 
kepadatan penduduknya terrendah dibandingkan dengan  kecamatan-kecamatan 
lainnya. Karena itu, peneliti menegaskan kepadatan penduduk tidak dapat dikatakan 
secara langsung akan mengakibatkan tingginya angka TB pada wilayah tersebut.  
No Kecamatan Jumlah TB Jumlah Kasus Kematian 
1 Kedungkandang 129 0
2 Sukun 150 1
3 Klojen 76 1
4 Blimbing 113 1
5 Lowok Waru 108 0
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Berdasarkan temuan lapangan, penyebab TB di Kota Malang diawali oleh minimnya 
kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat (HBS), minimnya fasilitas  
pelayanan kesehatan khususnya tenaga penyuluh kesehatan masyarakat di berbagai 
Puskesmas yang tersebar di Kota Malang, dan minimnya keberpihakan program dan 
kebijakan anggaran terhadap bidang pencegahan dan penaggulangan TB. Berikut ini 
diuraikan penyebab-penyebab TB tersebut dengan menggunakan analisa Akar Masalah.  
 
 
Analisa Profil TB Berdasarkan Data RSSA  
Mengingat keberadaan RSSA tidak hanya melayani pasien di daerah Kota Malang, 
maka data TB di RSSA tidak dapat menjelaskan secara khusus tentang kondisi TB di 
Kota Malang. Kendati demikian, tim penelitian mempercayai data TB di RSSA secara 
umum dapat menjelaskan tentang kondisi pelayanan TB di Kota Malang, minimal 
menggambarkan tentang kondisi dan komunikasi pelayanan bagi penderita TB di Kota 
Malang.  
 
Data yang ditemukan peneliti di RSSA Kota Malang jumlah TB dengan berbagai jenis 
(Non TB MDR) pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2011 mencapai 1,386 orang, tahun 
2012 mencapai 1090 orang, dan tahun 2013 mencapai 1060 orang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Diolah dari Buku Laporan Tahunan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 
tahun 2013. 
Gambar 4. Jumlah TB Tiga Tahun Terakhir dengan Berbagai Jenis TB (Non 
TB MDR) di RSSA Kota Malang. 
 
Para pasien  TB tersebut di atas mendapat pelayanan dari RSSA dengan dua kategori 
yaitu riwat jalan dan rawat inap. Pasien TB untuk kasus rawat jalan yang  dimulai dari 
golongan umur kurang dari satu tahun (< 1 tahun) sampai golongan umur  lebih dari 65 
tahun (65+) cenderung fluktuatif tiap tahunnya , bisa angkanya turun dan naik.Dari 
golongan umur <1tahun sampai dengan 65+, terlihat bahwa kebanyakan pasien TB di 
Kota Malang adalah golungan umur dengan rentang antara 15-64 tahun.  
 
Dari rentang umur tersebut, golongan umur pasien TB 15-24 tahun dan 25 - 44 tahun 
termasuk tinggi angkanya setiap tahun. Tingginya angka pasien TB dari golongan usia 
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remaja dan dewasa di Kota Malang ini akan menyebabkan  kerugian secara  ekonomi, 
karena bukan saja Negara harus mengeluarkan beaya pengobatan, tetapi mereka juga 
tidak bisa bekerja secara produkstif.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Diolah dari Buku Laporan Tahunan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 
tahun 2013. 
Gambar 5. Jumlah Kasus TB Rawat Jalan Tiga Tahun Terakhir Berdasarkan 
Umur di RSSA Kota Malang 
 
 
Tingginya angka TB dengan rataan usia produktif pada kasus rawat jalan mulai tahun 
2011, 2012 dan 2013 juga terjadi pada pasien TB rawat inap. Untuk Kasus TB rawat 
inap yang angkanya dari tahun ke tahun juga fluktuatif atau bisa turun dan naik, terlihat 
bahwa pasien dengan golongan umur 15-24 tahun dan 25-44 termasuk tinggi angkanya 
dibanding pasien TB lainnya, tingginya angka pasien TB rawat inap yang juga berasal 
dari golongan usia  produktif, sekali lagi menunjukkan ketidak berhasilan Pemerintah 
Kota Malang dalam menanggulangi penyakit TB.  
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Sumber: Diolah dari Buku Laporan Tahunan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 
tahun 2013. 
Gambar 6. Jumlah Kasus TB Rawat Inap Tiga Tahun Terakhir Berdasarkan 
Umur di RSSA Kota Malang 
 
 
Jumlah kasus TB rawat inap dan rawat jalan berdasarkan jenis TB tiap tahun yang 
dimulai tahun 2011, 2012 sampai tahun 2013, terlihat bahwa jenis TB paru merupakan 
jenis penyakit TB dengan jumlah pasien yang paling banyak dibandingkan dengan  jenis 
penyakit TB lainnya sebagaimana gambar berikut inI. 
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Sumber: Diolah dari Buku Laporan Tahunan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 
tahun 2013. 
 
Gambar 7. Jumlah TB Tiga Tahun Terakhir Berdasarkan Jenisnya di RSSA 
 
Tingginya Jumlah angka TB Paru , baik itu untuk rawat jalan dan rawat inap, 
menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya sadar akan kebersihan dan 
kesehatan lingkungan, karena TB adalah penyakit yang penyebarannya tergolong 
mudah dan cepat. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dan pihak-pihak yang 
terkait dalam penanggulangan TB, terutama dalam memberikan informasi melalui 
sosialisasi atau pembuatan program-program yang bertujuan untuk mencegah 
penyebaran penyakit TB di masyarakat, dan yang lebih penting  lagi untuk mencegah 
dan mengurangi penularan penyakit TB dari penduduk dengan golongan usia produktif. 
 
 
 
Tabel 5. 
Analisis Kondisi Profil TB di Kota Malang 
 
Masalah/Profil Profil TB Tiga 
Tahun Terakhir 
(2011,2012,2013) 
Profil TB Tahun 
2013 
Profil Layanan TB 
RSSA  
Minimnya 
Prilaku 
Masyarakat 
Untuk Hidup 
Bersih dan 
Sehat 
Tingginya anggak 
TB pada tiga 
tahun terakhir 
disebabkan 
minimnya prilaku 
masyarakat untuk 
hidup bersih dan 
sehat 
Angga TB tahun 
2013 sangat tinggi 
dibandingkan 
tahun 2011 dan 
2012. Persoalan 
ini dipicu 
minimnya 
kesadaran 
masyarakat untuk 
hidup bersih dan 
sehat 
RSSA tidak terlalu 
terlibat dalam 
menyadarkan 
masyarakat untuk 
hidup bersih dan 
sehat 
Buruknya 
Komunikasi 
Petugas 
Kesehatan 
memicu 
keenggangan 
penderita TB 
untuk berobat 
secara tuntas 
Tingginya angka 
TB tiga tahun 
terakhir 
disebabkan 
buruknya 
komunikasi 
petugas 
kesehatan 
terutama petugas 
kesehatan RSSA 
Angka TB tahun 
2013 meningkat 
karena belum 
membaiknya 
komunikasi 
petugas 
kesehatan dalam 
melayani 
penderita TB di 
Kota Malang 
RSSA belum 
berupaya untuk 
membangun 
komunikasi yag 
baik dengan 
penderita TB 
Buruknya 
pelayanan 
kesehatan 
Tingginya Angka 
TB tiga tahun 
terakhir karena 
minimnya 
pelayanan prima 
di berbagai UPK 
Angka TB tahun 
2013 semakin 
tinggi karena 
belum adanya 
pelayanan prima 
Pelayanan RSSA 
dalam hal sarana 
dan prasarana 
sudah cukup baik 
namun belum 
didukung 
kemampuan 
komunikasi yang 
baik 
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Minimnya 
program dan 
anggaran 
pencegahan dan 
penanggulangan 
TB 
Tingginya angka 
TB tiga tahun 
terakhir karena 
minimnya program 
dan anggaran 
Angka TB tahun 
2013 semakin 
tinggi karena tidak 
didukung oleh 
program dan 
anggaran yang 
memadai 
Program dan 
Anggaran RSSA 
didukung penuh 
APBD Provinsi 
Jawa Timur. 
 
 
Analisa Akar Masalah TB di Kota Malang 
Temuan kami dilapangan menunjukkan akar persoalan penyakit TB di Kota Malang 
adalah (1) minimnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat di lingkungan 
wilayah mereka masing-masing,(2) buruknya komunikasi layanan RSSA terhadap 
pasien TB sehingga enggan berobat secara tuntas dan berkelanjutan, (3) buruknya 
pelayanan publik dalam konteks melayani penderita TB, (4) Minimnya program 
pemerintah Kota Malang dalam pencegahan dan penanggulangan TB di Kota Malang, 
dan (5) minimnya komitmen pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan anggaran 
yang berpihak pada program pencegahan dan penanggulangan TB di Kota Malang.  
 
Lima point akar masalah di atas dapat dikelompokan kedalam tiga bentuk akar masalah 
yaitu: (1) Akar masalah mendasar terdiri dari minimnya kesadaran masyarakat untuk 
hidup bersih dan sehat, dan lemahnya  komunikasi layanan kesehatan RSSA terhadap 
penderita TB di Kota Malang. (2) Akar masalah utama terdiri dari buruknya pelayanan 
publik pemerintah Kota Malang dalam menyediakan sarana tenaga kesehatan 
masyarakat yang mencukupi di setiap Puskesmas di Kota Malang. (3) Akar masalah 
pendukung terdiri dari minimnya keberpihakan program dan anggaran pemerintah Kota 
Malang terhadap program pencegahan dan penanggulangan TB di Kota Malang.   
 
Masing-masing akar masalah tersebut di atas dijelaskan secara rinci berikut ini.  
 
Minimya Perilaku PHBS Pemicu TB di Kota Malang 
Peneliti menemukan, perilaku hidup sehatlah yang menentukan tinggi rendahnya angka 
TB pada suatu wilayah di Kota Malang.Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah 
upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau danmampu 
melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperanaktif dalam gerakan 
kesehatan di masyarakat. 
 
Indikator PHBS terdiri dari tidak merokok, melakukan aktifitas fisik setiap hari, 
makansayur dan buah setiap hari, mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan,tersedia 
jamban, tersedia air bersih, kesesuaian luas lantai dengan jumlahpenghuni, dan lantai 
rumah bukan dari tanah.Rumah tangga ber-PHBS selama tahun 2012 mencapai 
36,07%dari 22.447 rumah tangga yang dipantau di Kota Malang, atau sebesar8.096 
rumah tangga. Jumlah ini menurun walaupun secara proporsimeningkat jika 
dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 35,61%dari 22.809 rumah tangga 
yang dipantau di Kota Malang, atau sebesar 8.122 rumah tangga (Buku Profil Kesehatan 
Kota Malang, 2012). Tabel berikut ini menggambarkan prilaku hidup bersih dan sehat 
pada masing-masing kecamatan di Kota Malang. 
 
 
 
 
 
Tabel 6 
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Kecamatan Jumlah Rumah Tangga Rumah Tangga Di Pantau Rumah Tangga Ber PHBS %
Kedungkandang 40,598 4,500 1,398 1,5%
Sukun 38,356 4,500 1,346 1,5%
Koljen 29,029 4,500 1,465 1,5%
Blimbing 41,033 3,000 1,468 1,5%
Lowok Waru 34,883 5,947 1,639 1,5%
Jumlah Rumah Tangga Ber PHBS di Kota Malang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Diolah dari Buku Profil Kesehatan Kota Malang, 2012.  
 
Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas PHBS masyarakat di Kota Malang tergolong 
minim.Presentase PHBS masyarakat di masing-masing kecamatan berada dibawah 
angka 2% dari masing-masing rumah tangga dipantau. Meskipun demikian, berdasarkan 
data yang ditemukan peneliti menunjukkan fasilitas hidup bersih masyarakat kota 
Malang dinilai cukup mendukung untuk terwujudnya lingkungan hidup bersih dan sehat.  
 
Di Kota Malang indikator PHBS tersediannya jamban, tempat sampah dan 
pengelolaanair limbah dinilai cukup tersedia dengan baik. Grafik berikut ini menunjukkan 
PHBS masyarakat Kota Malang dalam hal tersediannya jamban, tempat sampah, dan 
pengelolaan air limbah dinilai baik. 
 
 
Sumber: Buku Profil Kesehatan Kota Malang, 2012.  
Gambar 8. Jumlah Sarana PHBS di Kota Malang 
 
 
Dari 73.474 keluarga yang diperiksa kepemilikan saluran pengelolaan air limbah (SPAL) 
pada tahun 2012 sebanyak 77,79% keluarga memiliki saluran pengelolaan air 
limbah(SPAL). Dari jumlah tersebut yang memiliki SPAL dengan kategori sehat adalah 
sebanyak 86,2% atau 49.263 keluarga. Demikian juga dengan kepemilikan tempat 
sampah, dari 75.153 keluarga di Kota Malang yang diperiksa pada tahun 2012, semua 
memiliki tempat sampah. Namun dari jumlah tersebut yang memiliki tempat sampah 
dengan kategori sehat mencapai 87,96% atau sebanyak 66.107 keluarga. 
 
Sementara itu, mengenai kepemilikan jamban,  pada tahun 2012 di Kota Malang 
mencapai 85,7% dari seluruh keluarga yang diperiksa atau mencapai 49.738 keluarga. 
Dan dari jumlah tersebut yang masuk kategori sehat mencapai 97,24% atau berjumlah 
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48.363 keluarga. Hal ini sebagaimana ditunjukkan pada tabel 6.6 lampiran. .Ini semua 
menunjukkan kesadaranmasyarakat yang tinggi terhadap masalah kesehatan 
lingkungan sekitaryang dapat berpengaruh terhadap masalah kesehatan masyarakat 
KotaMalang (Buku Profil Kesehatan Kota Malang, 2012). 
 
Ditinjau dari Indikator PHBS tersediannya air bersih, juga menunjukkan telah 
mencukupinya dengan baik. Pada tahun 2012, dari 76.848 keluarga yang diperiksa, 
terdapat 76.557 atau 99,65%.  keluarga yang menggunakan sumber air minum 
terlindung. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 
73.309 keluarga yang menggunakan sumber air minum terlindung. Dari jumlah tersebut, 
mayoritas penduduk menggunakan air ledeng meteran sebagai sumber air minum untuk 
keluarga mereka, yaitu 87,52% atau mencapai 67.255 keluarga. Angka ini  terjadi 
peningkatan dimana pada tahun 2011  berjumlah  62.347 keluarga. 
 
Disamping menggunakan air ledeng meteren, juga terdapat  keluarga yang 
menggunakan sumber air minumnya dari sumur terlindung sebesar 8.378 keluarga atau 
10,90%.    Setelah itu,    937 keluarga 1,22% keluarga yang menggunakan pompa untuk 
sumberair minum.    Terakhir  terdapat sebanyak 7 keluarga atau 0,01%.  keluarga yang 
menggunakan mata air terlindung sebagai sumber air minumnya sebanyak   
 
Kendati tiga indikator PHBS di atas cukup baik, namun berdasarkan data sebagaimana 
yang digambarkan sebelumnya menunjukkan penyakit TB di Kota Malang tergolong 
tinggi. Karena itu, tiga indikator PHBS di atas dinilai belum cukup menghantarkan 
kehidupan masyarakat kota Malang menuju kehidupan sehat atau terhindar dari segala 
penyakit termasuk penyakit TB.  
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan yang diteliti menunjukkan 
salah satu indikator PHBS yang belum dapat dihilangkan dalam kehidupan masyarakat 
adalah kebiasaan batuk dengan tidak menutup mulut dan membuang dahak 
sembarangan. .Kebiasaan batuk dengan tidak menutup mulut dan membuang dahak 
sembarangan dipandang sebagai sumber masalah terciptanya dan meluasnya penyakit 
TB pada wilayah tertentu di Kota Malang. Persoalan ini tergambar dari pernyataan RN, 
penderita TB berikut ini 
“Saya merenungkan apa yang orang-orang bilang bahwa penyakit TB itu 
menular melalui udara, itu benar. Saya melihat ketia seseorang Penderita 
TB ada dilingkungan tertentu maka tidak lama lagi di lingkungan itu 
muncul penderita TB baru. Ini menurut saya penularannya melalui 
kebiasaan batauk tidak menutup mulut dan membuang dahak 
disembarang tempat”.  
 
Bagi mayoritas masyarakat khususnya di Kota Malang, kebiasaan batuk dengan tidak 
menutup mulut dan membuang dahak sembarangandipandang sebagai kebiasaan yang 
membudaya dalam kehidupan bermasyarakat. Kebiasaan batuk dengan tidak menutup 
mulut dan membuang dahak sembarangandalam kehidupan masyarakat tidak 
memandang usia dan jenis kelamin. Hampir sebagian besar warga masyarakat terbiasa 
dengan hal itu.  
 
 
Komunikasi yang kurang baik. 
Salah satu kendala besar khususnya penanggulangan TB di Kota Malang yaitu adanya 
cara pandang penderita TB khususnya penderita TB MDR yang enggan untuk berobat 
secara tuntas dan berkelanjutan. Cara pandang tersebut dipengaruhi oleh pemahaman 
mereka tentang dampak pengobatan terhadap kondisi kesehatan lebih lanjut.  
Berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dari petugas kesehatan Poli Penyakit TB 
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di  RSSA Kota Malang,  pengobatan TB MDR melalui obat yang disediakan secara terus 
menerus, yaitu penderita akan mengalami gangguan pengelihatan, gangguan saraf, dan 
kelumpuhan. Berdasarkan informasi ini akhirnya penderita TB MDR tidak mau berobat 
sesuai saran dan aturan dokter atau rumah sakit tempat berobat.  Hal ini sebagaimana 
yang ditegaskan ibu Ros,  Petugas penyuluh kesehatan masyarakat Puskesmas sebagai 
berikut;: 
“Mas kami punya pasien TB MDR, dia enggan berobat. Ini sudah tiga 
bulan dia gak mau berobat. Maslah ini diakibatkan informasi yang mereka 
dapatkan dari petugas Poli Penyakit TB RSSA. Penjelasan petugas 
tentang dampak obat TB MDR menakutkan pasien. Petugas 
menyampaikan kalau minum obat TB MDR akan berakibat fatal terhadap 
kondisi kesehatannya lebih lanjut. Jadi menurut saya sumber persoalan 
ini dari petugas Poli TB RSSA”.  
 
Pada dasarnya penjelas petugas Poli RSSA telah sesuai dengan penjelasan ilmiah 
bahwa dampak minum obat TB MDR akan berakibat pada gangguan saraf, gangguan 
penglihatan, kelumpuhan, dan banyak gangguan kesehatan lain. Kendati demikian, 
menurut Ibu Rosita komunikasi kepada pasien penderita TB MDR dibutuhkan 
keterampilan khusus. 
 
“Mestinya petugas Poli TB RSSA harus menyampaikan informasi tentang dampak obat 
TB MDR tidak seperti itu yang menakutkan. Mestinya harus ada komunikasi yang 
membuat pasien TB MDR tidak merasa ketakutan meskipun memang seperti itu 
dampaknya. Kalau pasien TB MDR sudah merasa ketakutan untuk berobat maka kami 
sebagai petugas pendampingan pengobatan TB MDR di lapangan mengalamai kesulitan 
untuk membujuk dan merayu mereka untuk berobat”.  
 
Observasi kami di Poli TB RSSA Kota Malang menggambarkan ketrampilan petugas Poli 
TB dalam berkomunikasi memang kurang baik. Mereka melayani penderit TB khususnya 
TB MDR tidak begitu baik, bahkan kami menjumpai penderita TB MDR dilayani dengan 
komunikasi yang tidak ramah, tidak menyenangkan.   Komunikasi petugas seperti ini 
juga berlangsung kepada keluarga  pasien TB. Komunikasi  yang kurang baik ini, 
kebanyakan dilakukan oleh petugas yang statusnya masih magang. Hal ini juga 
sebagaimana yang dinyatakan  Ibu Ros seperti berikut ini: 
 
“Petugas Poli TB RSSA kebanyakan para magang. Para magang ini 
komunikasinya masih belum baik. Mereka berkomunikasi tanpa 
memikirkan akibat dari pesan yang disampaikan. Sebaiknya petugas 
yang ditempatkan di Poli TB khususnya yang melayani dan memberikan 
informasi kepada pasien harus petugas yang memiliki kecakapan dalam 
komunikasi dan memiliki pengalaman khusus dalam melayani penderita 
TB khususnya TB MDR. Sebaiknya begitu supaya ketika berobat lanjutan 
di Puskesmas tidak mengalami kesulitan”.  
 
Akibat komunikasi seperti ini  bukan saja mengakibatkan ketakutan bagi pasien, tetapi 
juga mengakibatkan keluarga pasien untuk mendukung sikap pasien untuk tidak 
melanjutkan pengobatan. Yang lebih menyedihkan mereka besikap apatis dan fatalistic, 
karena  mereka lebih mengikhlaskan  jika suatu saat nanti keluarganya yang menderita 
penyakit TB meninggal.  Sikap-sikap yang demikian tentu mempersulit   petugas 
penyuluh kesehatan masyarakat untuk membujuk dan mengajak penderita TB MDR 
berobat secara tuntas sebagaimana aturan dokter di RSSA.  Kesulitan-kesulitan ini 
sebagaimana pengakuan petugas  Puskesma Janti  sebagaimana penjelasannya berikut 
ini: 
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“Saya sudah mengajak pasien TB MDR untuk terus berobat bekali-kali, 
tapi tetap saja dia menolak untuk berobat. Yang lebih parah lagi semua 
keluarga pasien itu sepakat agar si penderita untuk tidak berobat. Kalau 
semua anggota keluarganya seperti itu lalu kita mau berbuat apa. 
Akhirnya kami tidak mengunjungi pasien itu lagi. Kami tidak mau lagi 
membujuk pasien itu”.  
   
Proses terciptanya kompleksitas persoalan  tersebut dapat digambarkan melalui gambar 
berikut ini.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9. Proses Komunikasi Petugas Kesehatan Hingga Membuat 
Pasien TB MDR Enggan Berobat 
 
  
Keberadaan psien  TB MDR adalah  sangat membahayakan  lingkungan sosialnya, baik 
keluarga, kelompok, maupun komunitasnya. Menurut banyak ahli, satu orang penderita 
TB MDR yang tidak mau berobat secara tuntas maka besar kumungkinan akan menular 
secara cepat kepada masyarakat sekitar terutama dilingkungan keluarga. Karena itu, 
keputusasaan pasien TB MDR, keluarga, dan petugas puskesmas mestinya harus 
dihindari. Tidak dapat berobat satu TB MDR sama halnya mencitpakan banyak penderita 
TB lainnya. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua Tuberculosis Foundation (KNCV) 
Wilayah Jawa Timur, sebagai berikut: 
 
Komunikasi 
Pelayanan RSSA 
melalui Poli TB 
terhadap pasien 
menakutkan 
sehingga pasien 
memahami 
penyakit yang 
dideritannya tidak 
perlu diobati 
Pasien TB MDR 
diserahkan ke 
Puskesmas untuk 
berobat lebih lanjut 
Pasien TB MDR enggan 
berobat karena mereka 
takut dampak dari 
berobat secara terus 
menerus 
Petugas Puskesmas 
memberi penyuluhan 
dan mempengaruhi 
pasien TB MDR untuk 
terus berobat 
Petugas Puskesmas 
putus asa untuk 
mempengaruhi 
pasien agar berobat 
secara tuntas 
Pasien TB MDR dan 
Keluarga Putus Asa 
untuk terus berobat 
secara tuntas. 
Mereka iklahs jika 
pasie meninggal 
akibat TB MDR 
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“TB MDR merupakan TB yang paling berbahaya diantara jenis TB lainnya. Karena itu, 
mestinya penangan TB MDR harus dilakukan secara tuntas bagaimanapun caranya.  
Untuk menangain hal ini KNCV bekerjasama dengan pihak RSSA, dan beberapa 
puskesmas di Kota Malang. Kami KNCV melakukan pendampingan TB MDR dari mulai 
cek di RSSA hingga pengobatan lebih lanjut di Puskesmas-Puskesmas Kota Malang”.   
 
 
KNCV sebagai LSM internasional tentunya sangat memahami kondisi pelayanan TB 
MDR di RSSA. Mereka mengakui kondisi pelayanan di RSSA belum dikatakan baik. 
Hasil observasi kami, terdapat beberapa anggota keluarga mendampingi saudaranya 
yang berobat TB MDR dengan menginap di lorong-lorong gedung RSSA, dan tanpa 
memakai pengaman anti virus TB MDR. Menurut aktivis KNCV mestinya kondisi layanan 
seperti ini tidak perlu terjadi di rumah sakit sebesar RSSA ini. Selain itu, menurut mereka 
petugas yang layani pasien TB di Poli TB RSSA belum memiliki pengalaman yang cukup 
sebagaimana uraian di atas.  
 
KNCV tidak menginginkan jika pasien TB MDR tidak berobat secara tuntas. KNCV 
melalui Global Fun  berusaha memberikan bantuan kepada pasien TB MDR berupa 
biaya obat, transport, dan susu untuk diminum secara rutin. Selain itu, KNCV 
bekerjasama dengan puskesmas-puskesmas melakukan penyuluhan dan sosialisi 
kepada warga masyarakat Kota Malang tentang bahaya TB MDR dengan harapan 
warga dapat melakukan cek kesehatan, jika positif TB maka warga diharapkan dapat 
berobat sesuai aturan dokter. Namun peran KNCV hanya sekedar fasilitator sedangkan 
yang berperan penting dalam melakukan penyuluhan dan penanggulangan TB MDR 
adalah puskesmas.  
 
“Kami KNCV sebagai fasilitator dan memberikan dukungan kepada RSSA dan 
Puskesmas untuk berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan TB MDR. 
Kami hanya menyediakan dana tambahan untuk menjalankan program pencegahan dan 
penanggulangan TB MDR. Sebenarnya yang memiliki peran penting dalam hal ini 
adalah RSSA dan Puskesmas. RSSA lakukan pengecekan dan pengibatan awal TB 
MDR selanjutnya pengobatan lebih lanjut diserahkan ke pusksesmas. Nah puskesmas 
memiliki peran penting dalam konteks ini. Mereka yang harus kontrol secara terus 
menerus bagaimana kondisi TB MDR”.  
 
Penjelasan KNCV menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan yang kuat 
untuk mengatur para pasiean TB MDR hingga tuntas. KNCV menaruh harapan besar 
terhadap pemerintah daerah Kota Malang untuk mendorong dan mendukung puskesmas 
dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan TB MDR. Dorongan dan dukungan 
pemerintah dapat berupa anggaran, fasilitas yang memadai, dan tenaga kesehatan yang 
mencukupi.  
  
 
Buruknya Pelayanan Publik Pemicu TB 
Banyaknya penderita penyakit TB di Kota Malang juga diakibatkan adanya pelayanan 
publik diselenggarakan pemerintah kota malang yang kurang baik. Berdasarkan 
informasi yang kami dapatkan dari informan penelitian, sekilas menunjukkan pelayanan 
kesehatan pemerintah kota malang telah berpihak pada pelayanan responsif bagi warga 
penderita TB. Penderita TB di Kota Malang telah dilayani melalui pengobatan gratis di 
tingkat puskesmas sebagaimana pernyatan RN berikut ini. 
 
“Kebijakan pemerintah untuk menanggulangi Penyakit TB, diwujudkan dalam bentuk 
program pemberian obat gratis untuk semua jenis penyakit TB, mulai dari TB Paru, TB 
anak, TB HIV. Program pengobatan gratis ini diberikan kepada pasien yang sudah 
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terindikasi positif  terjangkit penyakit TB dan program pengobatan gratis ini diberikan 
oleh pemerintah sampai pasien TB benar-benar sembuh. Pasien yang terindikasi positif 
TB akan segera ditangani  dan dirujuk ke Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat”. 
 
Penjelasan informan penelitia di atas menunjukkan mereka telah dilayani dengan baik 
melalui pengobatan gratis di tingkat puskesmas. Pada sisi lain kami menemukan 
pelayanan publik kota malang dinilai belum optimal untuk mewujudkan kota malang 
bebas atau terhindari dari penyakit TB. Hal ini terlihat dari tidak proposionalnya tenaga 
kesehatan dan jumlah puskesmas Kota Malang, sebagaimana terlihat pada tabel berikut 
ini. 
Tabel 7 
                 Tenaga Kesehatan dan Jumlah Puskesmas Kota Malang 
No Jenis Ketenagaan Puskesmas* Dinas Kesehatan 
1 Medis 75 7 
2 Paramedis 246 29 
3 Farmasi 30 10 
4 Gizi 24 6 
5 Teknis Medis 22 1 
6 Sanitasi 18 7 
7 Penyuluh Kesehatan 
Masyarakat 
3 10 
 JUMLAH 418 70 
 
Sumber: Diolah dari Buku Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Malang  
Tahun 2013.  
 
Di Kota Malang terdapat 48 Puskesmas terdiri dari 4 puskesmas perawatan, 11 
puskesmas non perawatan, dan puskesmas 33 pembantu). Pada tabel di atas terlihat 
hanya 3 orang penyuluh kesehatan masyarakat yang ada di 48 puskesmas di Kota 
Malang. Jumlah tersebut sangat tidak proposional dengan jumlah puskesmas yang ada 
di kota malang. Padahal keberadaan tenaga penyuluh kesehatan masyarakat di 
puskesmas sangat penting untuk memberikan kesadaran bagi warga masyarakat untuk 
hidup sehat. Selain itu, bagi warga masyarakat terutama penderita TB keberadaan 
puskesmas dipandang sebagai sarana penting untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan yang murah dan gratis.  
 
Selain minimnya tenaga kesehatan masyarakat, di puskesmas juga dinilai minimnya 
tenaga teknis medis. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hanya 22 tenaga teknis 
medis untuk 48 puskesmas di Kota Malang. Jumlah tenaga teknis medis ini juga dinilai 
tidak proposional dengan jumlah puskesmas di Kota Malang.  
 
Jumlah tenaga sanitasi di puskesmas sebanyak 18 orang dinilai belum cukup untuk 
dapat melayani secara efektif.   Hal ini karena jumlah tersebut tidak mungkin bisa 
memberi pelayanan sanitasi   di segala level kehidupan masyarakat.  .   
   
Pada sisi jumlah sarana kesehatan,  Pemerintah Kota Malang dinilai cukup baik. Dinas 
Kesehatan Kota Malang memiliki sarana pelayanan kesehatan masyarakat, yang terdiri 
dari 4 UPT Puskesmas Perawatan, 11 UPT Puskesmas Non Perawatan, 33 Puskesmas 
Pembantu, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Rumah Bersalin, UPT Pusat Pelayanan 
Kesehatan Olahraga (PPKO), UPT Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan 
gudang farmasi.  
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Sarana penunjang kegiatan pelayanan lainnya adalah mobil puskesmas keliling yang 
berjumlah 15 mobil dan kendaraan operasional yang berjumlah 45 sepeda motor dan 
tersebar di kantor Dinas Kesehatan ataupun di UPT yang ada. Jumlah alat  transpotasi 
transpotasi tersebut tentu sudah cukup untuk meningkatkan mobilitas dalam memberi 
pelayanan kesehatan secara maksimal.   
 
Pembangunan kesehatan di Kota Malang juga didukung oleh banyak pihak. Selain 
dibantu dengan keberadaan UPT (Unit Pelaksana Teknis) seperti puskesmas, rumah 
bersalin, pusat pelayanan kesehatan olahraga, laboratorium kesehatan dan pertolongan 
pertama pada kecelakaan, Dinas Kesehatan juga dibantu dengan keberadaan 
pelayanan kesehatan atau sarana kesehatan pemerintah dan swasta yang ada dan 
tersebar di Kota Malang. Selain itu, peran serta masyarakat melalui kader kesehatan 
dan berbagai UKBM yang berkembang telah berperan menjadi penggerak 
pembangunan kesehatan. 
 
Hingga tahun 2012, jumlah sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kota Malang 
adalah sebagai berikut  
 
 
Tabel 8 
Jenis dan Jumlah Pelayanan Kesehatan di Kota Malang Tahun 2012 
No Pelayanan Kesehatan Pemerintah Swasta Total 
1 Rumah Sakit Umum 3 6 9 
2 Rumah Sakit Khusus 0 14 14 
3 Rumah Bersalin 1 0 1 
4 Puskesmas Perawatan 4 - 4 
5 Puskesmas Non 
Perawatan 
11 - 11 
6 Puskesmas Pembantu 33 - 33 
7 Balai Pengobatan/ Klinik - 44 44 
8 Posyandu  - 656 656 
9 Poskeskel 57 - 57 
10 Apotek  16 190 206 
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Malang, 2013 
  
Meskipun jumlah  sarana kesehatan di atas cukup banyak, namun faktanya belum   
mendukung terselenggaranya program pencegahan dan pengobatan penyakit TB di 
Kota Malang secara maksimal. Hal ini karena   warga masyarakat khususnya penderita 
TB hanya dapat mengakses pelayanan pengobatan gratis di tingkat puskesmas.  
Sementara untuk mendapatkan akses pelayanan   di tingkat rumah sakit umum, 
poliklinik, dan dokter praktek, penderita TB masih mengalami kesulitan, karena harus 
mengeluarkan beaya yang tidak murah.  Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh 
penderita TB yang bernama  RN sebagai berikut; 
“Sementara itu untuk obat gratis, Pasien TB hanya bisa mengambil di 
Puskesmas saja karena Rumah Sakit tidak menyediakan fasilitas obat 
gratis, karena Rumah Sakit mengikuti resep dokter sehingga untuk 
pasien TB diharuskan membeli obat di rumah sakit yang harganya cukup 
mahal”. 
 
Peran kader kesehatan yang dibentuk dinas kesehatan kota malang dinilai belum 
maksimal dalam mengidentifikasi penderita TB di Kota Malang. Diakui RN banyak 
penderita TB yang belum terdata oleh dinas kesehatan. Bahkan seringkali dinas 
kesehatan keliru dalam mendata penderita TB di Kota Malang. Sehingga peran kader 
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kesehatan seringkali tidak tepat sasaran, dan juga dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya hanya sekedar formalitas sehingga tidak berdampak baik bagi pencegahan 
dan pengobatan penyakit TB di Kota Malang.  
 
Pada konteks ini kami melihat saran dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan 
pemerintah Kota Malang yang dituangkan dalam dokumen kebijakan seperti Rencana 
Kerja dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Malang tidak sejalan dengan praktik 
atau kondisi pelayanan kesehatan yang diterima oleh warga masyarakat Kota Malang. 
Karena itu, kinerja pelayanan kesehatan pemerintah Kota Malang yang menunjukkan 
telah mencapai standar pelayanan minimum (SPM) sebagaimana tabel di bawah ini 
patut dipertanyakan dan dikritisi sebagai upaya untuk menemukan formulasi kebiajakan 
pelayanan kesehatan yang tepat.  
 
Tabel 9 
SPM Dinkes  Kota Malang 
Cakupan penemuan dan 
penanganan penderita penyakit 2010 2011 2012 
1 Penemuan penderita AFP 2,14 0,00 0,53 
2 Penemuan dan 
penanganan penderita 
pneumonia balita 
15,46% 17,18% 20,12% 
3 Penemuan dan 
penanganan pasien baru 
TB BTA positif 
76,80% 69,93 65,34% 
4 Penemuan dan 
penanganan DBD 
100% 100% 100% 
5 Penanganan penderita 
diare 
42,98% 46,28% 47,25% 
Sumber: Renja Dinas Kota Malang Tahun 2013. 
 
 
Minimnya Keberpihakan Program dan Kebijakan Anggaran untuk TB di Kota 
Malang 
Penjelasan tentang kualitas pelayanan kesehatan di atas menunjukkan minimnya 
komitmen pemerintah daerah dalam mengawal pencegahan dan pengobatan penyakit 
TB di Kota Malang. Minimnya komitmen itu juga ditunjukan melalui minimnya program-
program strategis dan kebijakan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan 
penyakit TB di Kota Malang.  
 
Tim peneliti menelusuri data primer berupa kebijakan pemerintah Kota Malang yang 
mengatur tentang kesehatan terlihat jelas didalamnya tidak terdapat program strategis 
dan anggaran yang berpihak pada pencegahan dan penanggulangan penyakit TB di 
Kota Malang.  Dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2013 
terdapat tujuh sasaran program strategis. Tujuh sasaran program strategis tersebut 
minim yang terkait langsung dengan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB di 
Kota Malang. Kami menilaia Renstra Dinas Kesehatan Kota Malang tidak berpihak pada 
persoalan pencegahan dan penangulangan TB di Kota Malang. Berikut kami 
menjelaskan tujuh program strategis yang dimaksud beserta analisis masing-masing.  
 
SASARAN PERTAMA :Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang 
bermutu. Menurut peneliti secara tidak langsung sasaran pertama sangat terkait dengan 
pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB. Dengan sasaran pertama ini 
diharapkan pederita TB di Kota Malang dapat dilayani dengan baik. Pertanyaannya 
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adalah, adakah program kegiatan untuk mewujudkan sasaran tersebut yang mendukung 
pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB? Untuk menjawab pertanyaan 
ini perlu dianalisi program kegiatan yang disusun dinas kesehatan kota malang untuk 
mewujudkan sasaran pertama sebagai berikut.  
a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Program ini didukung dengan 
beberapa kegiatan, yaitu : 
1) Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya. 
2) Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. 
3) Peningkatan pelayanan kesehatan peserta ASKES sosial/ PNS. 
4) Penyelenggaraan perizinan sarana dan tenaga kesehatan. 
5) Pemilihan tenaga kesehatan teladan Kota Malang. 
6) Penilaian kinerja puskesmas Kota Malang. 
7) Pengadaan dan pemeliharaan sertifikasi ISO 9001 : 2008. 
 Program upaya kesehatan di atas dilaksanakan dengan tujuh kegiatan.  
 
Ketujuh kegiatan tersebut hanya dua  kegiatan yang terkait dengan pelayanan 
kesehatan masyarakat yaitu (a) Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas 
dan jaringannya, dan (b) Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan 
masyarakat.   Kedua kegiatan tersebut juga dinilai tidak secara langsung 
mengupayakan pelayanan pencegahan dan penanggulangan TB di Kota Malang.  
 
Sedangkan lima kegiatan lainnya tidak terkait dengan upaya pelayanan kesehatan 
masyarakat terutama yang berkaitan dengan pelayanan pencegahan dan 
penanggulangan penyakit TB di Kota Malang adalah sebagai beriku;.  
 
1. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 
puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya. Program ini didukung 
dengan beberapa kegiatan : 
a) Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan di puskesmas perawatan, 
puskesmas non perawatan dan puskesmas pembantu. 
b) Pemeliharaan rutin/ berkala bangunan puskesmas perawatan, 
puskesmas non perawatan dan puskesmas pembantu. 
c) Pembangunan puskesmas perawatan, puskesmas non perawatan dan 
puskesmas pembantu. 
 
Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dipandang sebagai upaya yang 
baik dari pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kesehatan Kota Malang dalam 
memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan untuk warga masyarakat Kota 
Malang. Melalui sarana puskesmas diharapkan warga masyarakat terutama 
penderita TB mendapatkan akses pelayanan publik yang baik dan berkualitas.  
 
Hemat kami dan berdasarkan hasil wawancara, persoalan yang perlu diupayakan 
perbaikan adalah penambahan tenaga pelayanan kesehatan di setiap 
puskesmas Kota Malang. Perbaikan sarana fisik tiga point kegiatan di atas tidak 
bermakna baik jika tidak diikuti dengan penambahan jumlah tenaga kesehatan.  
 
Pada analisis sebelumnya, menunjukkan bahwa tenaga kesehatan di puskesmas 
tidak proposional dengan jumlah pusksemas di Malang. Padahal penderita TB 
lebih senang berobat di puskesmas daripada di rumah sakit umum. Hal ini 
karena selain jaraknya yang dekat dengan rumah,  puskesmas menyediakan  
obat gratis bagi penderita TB,  sedangkan di rumah sakit umum tidak tersedia 
obat gratis. 
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2. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah 
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata. Program ini didukung 
dengan beberapa kegiatan, yaitu : 
a) Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan di rumah sakit 
Pemerintah Kota Malang. 
b) Pemeliharaan rutin/ berkala bangunan rumah sakit.  
c) Pembangunan dan pengembangan rumah sakit Pemerintah Kota Malang. 
 
Secara umum program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah 
sakit dianggap berpengaruh baik terhadap kualitas pelayanan kesehatan 
masyarakat. Namun perlu dipahami bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit tidak 
semua masyarakat terutama penderita TB dapat mengaksesnya karena pelayanan 
rumah sakit berbasiskan biaya. Karena itu, penderita TB terutama bagi yang tidak 
mampu tidak mendapatkan pelayanan dari rumah sakit. Terlebih hingga kini kota 
Malang belum memiliki Rumah Sakit Daerah (RSUD) sendiri.  Dengan demikian, 
keberadaan rumah sakit hanya relevan   bagi  penderita TB  bagi golongan 
masyarakat kaya..  
 
 
SASARAN KEDUA :Terwujudnya ketersediaan obat dan sediaan farmasi yang 
bermutu dan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian. Sasaran kedua dipandang 
sebagai sasaran utama untuk mendukung program pencegahan dan penanggulangan 
penyakit TB di Kota Malang.  
 
Untuk mencapai sasaran terwujudnya ketersediaan obat dan sediaan farmasi yang 
bermutu, maka Dinas Kesehatan Kota Malang menetapkan program yang hendak 
dilakukan adalah : Program obat dan perbekalan. Program ini didukung dengan 
beberapa kegiatan, yaitu : 
a. Pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas. 
b. Sosialisasi obat, obat tradisional, alat kesehatan dan kosmetika yang aman 
kepada masyarakat. 
c. Bimbingan teknis tentang obat, obat tradisional, alat kesehatan dan 
kosmetika kepada tenaga kesehatan. 
 
Tiga kegiatan di atas terutama kegiatan nomor satu yaitu pengadaan obat untuk 
pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas  dipandang sebagai upaya tepat untuk 
meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat 
terutama bagi penderita TB sangat tergantung dari kesediaan obat.  Pengadaan obat 
untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas merupakan keharusan yang perlu 
dilakukan oleh pemerintah Kota Malang, karena ketersediaan obat khususnya obat 
gratis bagi masyarakat di Puskesmas sangat membantu penderita TB di Kota Malang 
sebagaimana hasil wawancara kami dengan informan penelitian di atas.  
 
 
SASARAN KETIGA : Menurunkan angka kematian ibu dan anak.. Untuk mencapai 
sasaran menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan anak, maka program yang 
hendak dilakukan adalah : 
a. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Program ini 
didukung oleh beberapa kegiatan, yaitu : 
1) Audit Maternal Perinatal (AMP). 
2) Upaya peningkatan pelaksanaan asuhan kebidanan. 
3) Upaya pemantapan pemanfaatan buku KIA. 
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4) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program 
kelurahan siaga dengan P4K (program perencanaan persalinan dan 
pencegahan komplikasi).  
 
b. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita. Program ini didukung 
oleh beberapa kegiatan, yaitu : 
a) Penguatan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) 
balita dan akan prasekolah. 
b) Upaya peningkatan pelaksanaan manajemen terpadu bayi muda dan balita 
sakit (MTBM dan MTBS) 
 
Secara umum sasaran ketiga dipahami tidak terkait dengan pelayanan kesehatan 
masyarakat dalam bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit TB. Pada 
dasarnya hemat kami, persoalan penamggulangan atau menurunkan angka kematian 
ibu dan anak merupakan hal yang terkait dengan penanggulangan dan pencegahan 
penyakit TB. Karena penyakit TB sejatinya dapat dicegah sejak dini yaitu sebelum anak 
lahir dan balita. 
 
Pada program kedua yaitu Program meningkatan pelayanan kesehatan anak balita 
terdapat kegiatan upaya peningkatan pelaksanaan manajemen terpadu bayi muda dan 
balita sakit (MTBM dan MTBS). Mestinya kegiatan tersebut dapat dikaitkan dengan 
upaya pencegahan dan penaggulangan TB sejak dini.  
 
 
SASARAN KEEMPAT: Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat. Untuk 
mencapai sasaran peningkatan status gizi masyarakat, maka program yang hendak 
dilakukan adalah :Program perbaikan gizi masyarakat. Program ini didukung dengan 
beberapa kegiatan, yaitu : 
a. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi. 
b. Penanggulangan kekurangan energi protein/ gizi buruk dan gizi kurang. 
c. Penanggulangan anemia gizi besi. 
d. Penanggulangan kekurangan vitamin A. 
e. Penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium. 
f. Pemberian makanan pendamping ASI dalam rangka kewaspadaan pangan 
dan gizi. 
g. Pemantapan pelatihan tata laksana gizi buruk dan gizi kurang. 
 
Sasaran keempat dipandang sebagai sasaran program yang strategis untuk mendukung 
pencegahan dan penanggulangan penyakit TB. Argumentasi dasar yang mendukung 
asumsi tersebut adalah akibat munculnya penyakit TB yaitu kuragnya gizi dalam diri 
manusia, dan minimya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat (bergizi).  
 
Pada praktinya implementasi program tersebut dinilai masih sangat konvensional yaitu 
dilakukan secara kondisional tanpa ada keteraturan dan pelaksanaan yang 
berkelanjutan. Selain itu program ini tidak didugung anggaran maksimal sebagaimana 
yang dijelaskan pada bagian akhir tulisan ini.  
 
 
SASARAN KELIMA : Menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat 
penyakit. Sasaran kelima ini merupakan sasaran program yang tepat dan terkait 
langsung dengan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB. Untuk mencapai 
sasaran menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit, maka 
program yang hendak dilakukan Dinas Kesehatan Kota Malang adalah :Program 
287 
 
pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Program ini didukung dengan 
beberapa kegiatan, yaitu : 
a. Peningkatan imunisasi. 
b. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah. 
c. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. 
d. Pencegahan dan pengendalian HIV/ AIDS. 
e. Penemuan dan penanganan penyakit TB paru. 
f. Penemuan dan penanganan penyakit DBD. 
g. Penanganan penderita diare. 
h. Penanganan penderita pneumonia balita. 
i. Penanganan penderita kusta. 
 
 Sasaran kelima ini dipandang sebagai sasaran program yang relevan dengan kajian 
penelitian ini karena pada sasaran program ini terdapat empat  kegiatan yang terkait 
dengan penyakit TB, yaitu Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan 
wabah, Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, Pencegahan 
dan pengendalian HIV/ AIDS, Penemuan dan penanganan penyakit TB paru. Masing-
masing sasaran merupakan satu kesatuan yang saling terkait antara satu dengan yang 
lain. 
 
Harapan pada sasaran kelima ini adalah program kegiatanya didukung oleh kemampuan 
anggaran sebagai supprot utama untuk melaksanakan kegiatan yang berdampak nyata 
bagi penanggulangan dan pencegahan penyakit TB di Kota Malang. Sayangnya, 
Pemerintah Kota Malang, belum mengalokasikan anggaran    yang memadai sehingga 
tidak dapat dilaksanakan secara baik dan berdampak nyata bagi pencegahan dan 
penanggulangan penyakit TB di Kota Malang.  
 
 
SASARAN KEENAM : Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. 
Sasaran keenam dipandang sebagai program strategis dalam mendukung pencegahan 
dan penanggulangan penyakit TB. Sebagaimana yang diuraikan pada penjelasan 
sebelumnya tingginya angka TB di Kota Malang salah satunya disebabkan minimnya 
prilaku hidup sehat dan bersih warga masyarakat kota malang. Karena itu, program ini 
perlu diimplementasikan secara nyata dan bertanggungjawab.  
 
Untuk mencapai sasaran mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, maka 
Dinas Kesehatan Kota Malang merumuskan program yang hendak dilakukan adalah 
:Program pengembangan lingkungan sehat. Program ini didukung dengan beberapa 
kegiatan, yaitu : 
a. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat. 
b. Pengembangan kota sehat. 
c. Peningkatan kemampuan petugas dalam bidang kesehatan lingkungan dan 
analisis mengenai dampak lingkungan. 
 
 
SASARAN KETUJUH : Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan peran 
serta aktif masyarakat di bidang kesehatan. Sasaran ketujuh merupakan satu 
kesatuan dengan sasaran keenam. Karena itu sasaran progran juga dipandang sebagai 
program pendukung pencegahan dan penanggulangan penyakit TB.  
 
Untuk mencapai sasaran meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan peran serta 
aktif masyarakat di bidang kesehatan, maka program yang hendak dilakukan adalah 
:Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Program ini didukung 
dengan beberapa kegiatan, yaitu : 
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a. Pemantapan program bina kesehatan bersumber daya masyarakat. 
b. Pengkajian rumah tangga sehat dalam rangka mengaktifkan kelurahan 
siaga aktif. 
c. Pembuatan media penyuluhan. 
d. Temu kader posyandu. 
e. Pelatihan kader keluarga siaga. 
f. Lomba posyandu balita. 
 
  
Minimnya Keberpihakan Kebijakan Anggaran Pelayanan Kesehatan 
Program dan kegiatan pembangunan Dinas Kesehatan Kota Malang yang diuraikan di 
atas perlu didukung kebijakan anggaran yang memadai, yaitu anggaran yang cukup 
untuk mendukung terlaksananya ketujuh sasaran program dan kegiatan di atas. Karena 
itu, jika program dan kegiatan di atas tidak didukung anggaran yang memadai maka sulit 
untuk mencapai kota Malang bebas dari  TB.  
 
Persoalan yang ditemukan pada analisis program dan kegiatan pelayanan kesehatan 
Dinas Kesehatan Kota Malang yang dijelaskan di atas menunjukkan komitmen 
pemerintah Daerah Kota Malang dalam penanggulangan dan pencegahan penyakit TB 
sangat minim. Jika komitmen minim ini diikuti kebijakan anggaran yang tidak mengarah 
pada pencegahan dan penanglangan penyakit TB, maka pemerintah Kota Malang betul-
betul jauh dari senses of responsibility terhadap penderita penyakit TB. 
 
Alokasi anggaran Pemerintah Kota Malang untuk bidang kesehatan pada tahun 2013 
meningkat jika dibandingkan dengan alokasi anggaran pada tahun 2012. Pada tahun 
2013, alokasi anggaran untuk pembangunan kesehatan mencapai Rp. 
87.372.798.432,14 atau meningkat 1,18 kali dari anggaran tahun 2012 yang mencapai 
Rp. 73.776.937.274,04. Perbandingan antara alokasi anggaran untuk pembangunan 
kesehatan terhadap pembangunan Kota Malang secara keseluruhan dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini :  
 
 
 
Sumber: Renja Dinkes Kota Malang Tahun 2013. 
Gambar 10. Anggaran Dinkes Kota Malang TA 2013 
 
Secara umum Pemerintah Kota Malang belum menunjukkan sikap keberpihakannya 
terhadap pelayanan kesehatan. Sejatinya berdasarkan undang-undang kesehatan, 
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anggaran untuk bidang kesehatan harus mencapai 10% dari APBD. Pada praktinya di 
Kota Malang belum mencapai sebesar 10%. Pada tahun 2011 anggaran kesehatan  
hanya 5,7%, tahun 2012 menurun menjadi 5,1% dan tahun 2013 meningkat menjadi  
6,22%. 
 
Tabel 10 
Jumlah Belanja Dinas Kesehatan Tiga Tahun Terakhir dari Total APBD Kota 
Malang 
TA Total APBD Belanja Dinkes % 
2011 1.010.799.330.814,29 7.809.000.000,00 5,7 
2012 
1.212.000.000.000,00 62.525.681.000,0
0 
5,1 
2013 
1.500.000.000.000,00 93.300.000.000,0
0 
6,22 
Sumber: Diolah dari Renstra Dinskes, Renja Dinkes, dan Buku Profil  
             Kesehatan Dinkes, 2013. 
 
Jika kita telaah kembali anggaran tersebut di atas dikaitkan dengan program 
menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit, maka kita 
temukan anggaran yang sangat minim sekali. Pada tahun 2011 anggaran menurunkan 
angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit  hanya dialokasikan 0,47 % 
dari total APBD. Pada tahun-tahun berikutnya, anggaran menurunkan angka kesakitan, 
kecacatan dan kematian akibat penyakit, semakin menurun, menjadi  0,2 %   pada tahun 
2012 dan menurun menjadi 0,1 pada tahun 2013. 
 
 
Tabel 11 
Perbandingan Jumlah Anggaran Menurunkan Angka Kesakitan, Kecacatan Dan 
Kematian Akibat Penyakit  Dari Total APBD Kota Malang 
TA 2011, 2012, 2013 
TA Total APBD Anggaran  Penyakit 
Menular 
% 
2011  1.010.799.330.814,29 4.716.681.000,00  0,47 
2012  1.212.000.000.000,00 2.321.972.200,00  0,2 
2013  1.500.000.000.000,00 1.499.350.900,00  0,1 
     Sumber: Diolah dari Renstra Dinskes, Renja Dinkes, dan Buku Profil 
Kesehatan  
                   Dinkes, 2013. 
 
Sementara itu, alokasi anggaran   yang secara khusus terkait dengan penyakit TB, juga 
mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, anggaran untuk 
penanggulangan TB sebesar 0,004 dari total APBD. Jumlah tersebut menurun menjadi 
0,01 pada tahun 2012, dan menurun lagi menjadi 0,003 pada tahun 2013.   Hal ini 
semakin menunjukan komitmen pemerintah Kota Malang tidak memiliki kebijakan 
anggaran pro pencegahan dan penaggulangan penyakit menular seperti TB. Berikut 
anggaran untuk penagggulangan TB dari total anggaran belanja Dinkes Kota Malang 
(TA 2011, 2012, 2013).  
 
 
Tabel 12 
Perbandingan Jumlah Anggaran Penanggulangan TB dari Total Belanja Dinkes 
Kota Malang TA 2011, 2012, 2013. 
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TA Total APBD Anggaran TB % 
2011  1.010.799.330.814,29 409.502.000,00  0,04  
2012  1.212.000.000.000,00 145.423.400,00  0,01  
2013  1.500.000.000.000,00 57.837.800,00  0,003  
Sumber: Diolah dari Renstra Dinskes, Renja Dinkes, dan Buku Profil  
              Kesehatan Dinkes, 2013 
 
Jumlah anggaran khusus untuk program pencegahan dan penanggulangan penyakit TB 
semakin jauh dari harapan karena    tidak lebih dari 0,1% dari total APBD.  Jika diteliti 
lebih lanjut kisaran anggaran tersebut belum sepenuhnya fokus untuk  penanggulangan 
TB secara langsung, melainkan juga  untuk membiayai hal-hal teknis yang tidak 
bersentuhan langsung dengan persoalan pencegahan dan penyakit TB di Kota Malang.   
 
Berdasarkan analisa Akar Masalah (Penyebab TB) sebagaimana uraian di atas, maka 
terlihat persoalan pencegahan dan penanggulangan TB di Kota Malang sebagaimana 
bagan berikut ini. 
 
 
Bagan 4 
Bagan Akar Masalah Penanggulangan TB di Kota Malang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisa Kesenjangan 
Berdasarkan hasil analisa akar masalah TB di atas menunjukkan kesenjangan 
pencegahan dan penaggulangan TB di Kota Malang yang angka TB pada tahun 2013 
Angka TB Kota Malang 
Tahun 2013 Mencapai 1610 
Orang 
Hasil Akar Masalah 
Masyarakat Minim Kesadaran 
Untuk Hidup Bersih dan 
Sehat  
Minimnya Keberpihakan 
Program Pencegahan dan 
Penanggulangan TB (Dinkes 
Kota Malang 
Minimnya Tenaga 
Kesehatan Masyarakat di 
Puskesmas Kota Malang 
Minimnya Komitmen Pemerintah 
Kota Malang untuk membuat 
Kebijakan Anggaran yang berpihak 
kepada Program Pencegahan dan 
Penanggulangan TB 
Akar Masalah 
Fundamental  
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mencapai 1610 orang, adalah berada pada lima aspek yaitu prilaku masyarakat, 
komunikasi, pelayanan, program, dan anggaran. Kelima aspek tersebut akan dijelaskan 
berikut ini.  
 
1. Berdasarkan analisa layanan masyarakat PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan 
Sehat) di atas menunjukkan kondisi layanan PHBS di Kota Malang dinilai baik, 
yaitu sarana PHBS sudah tersedia dengan baik seperti Jamban dan Air Bersih. 
Namun pada konteks indikator PHBS kebiasaan batuk tanpa menutup mulut dan 
membuang dahak disembarang tempat masih menjadi kebiasaan masyarakat 
Kota Malang layaknya masyarakat lain pada umumnya. Indikator ini yang 
menjadi salah satu akar masalah terciptanya dan meluasnya TB di Kota Malang. 
Pada konteks ini menujukkan adanya kesenjangan antara sarana PHBS yang 
berbentuk fisik baik namun belum didukung prilaku masyarakat yang mampu 
menjaga lingkungan dari penularan penyakit TB melalui udara.  
2. Komunikasi layanan kerap membuat para penderi TB khususnya TB MDR 
enggan berobat lebih lanjut secara tuntas sebagaimana anjuran dokter. Petugas  
kesehatan dalam menyampaikan informasi tentang dampak obat TB MDR 
kepada penderita TB MDR bisa menimbulkan ketakutan. Akibatnya, mereka 
memiliki sikap fatalistic, yakni memilih tidak berobat atau bahkan mati daripada 
mengalami penderitaan akibat samping minum obat. 
3. Kebijakan program pembangunan kesehatan dan Kebijakan Anggaran Dinkes 
Kota Malang dinilai kurang  berpihak kepada pencegahan dan penanggulan TB 
di Kota Malang. Program pembangunan tidak banyak yang mengarah secara 
langsung pada pencegahan dan penanggulangan TB. Bahkan beberapa program 
mestinya bagian dari pencegahan TB, namun uraian dan isi dari program 
tersebut tidak dikaitkan dengan persoalan TB. Selain itu, kebijakan anggaran 
pemerintah Kota Malang belum secara penuh memenuhi tuntutan undang-
undang kesehatan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mendistribusikan 
10% anggaran kesehatan dari total APBD yang ada.   Sementara itu jumlah 
anggaran  untuk TB terlalu kecil dan tidak signifikan untuk menanggulangi TB 
secara tuntas.   
4. Banyaknya Puskesmas   tetapi minim dalam jumlah tenaga kesehatan terutama, 
juga merupakan bagian yang menyebabkan penanggulangan TB di malang 
kurang maksimal.   
5. Kendala lain yang menyebabkan penanggulangan TB sulit diatasi adalah 
penyampaian sosialisasi   kepada masayakat  termasuk pada penderita TB. 
Bahasa yang digunakan dalam sosialisasi kerap menimbulkan  penderita TB 
merasa takut dan tidak mau membuka diri, karena para penderita TB takut 
mengalami stigma, dan diskriminasi. Dari aspek cakupan sosialisasi juga belum  
menyeluruh, karena tidak semua masyarakat mengetahui penyakit  TB dengan 
benar.  Masih banyak masyarakat mengetahui TB dari mulut ke mulut yang tidak 
semua benar. 
6. Pengelolaan data TB yang masih kurang baik. Padahal pengelolaan data yang 
baik merupakan modal utama untuk merumuskan perencanaan program dan 
kebijakan. Lemahnya pengelolaan data akan  menjadi  penghambat  
penanggulangan TB secara tepatefektif dan efesian.  
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Tabel 5 
 Analisis Kesenjangan 
Peran/St
akholder 
Pemerint
ah dan 
DPRD 
Kota 
Malang 
Dinkes 
Kota 
Malang 
RSSA  Puskesm
as 
Aisyiyah 
Kota 
Malang 
KNCV Toga 
dan 
Toma 
Menyusu
n 
Kebijaka
n APBD 
bidang 
Kesehata
n 
Dinilai 
tidak 
berpihak 
kepada 
bidang 
kesehata
n 
terutama 
terkait 
dengan 
pencega
han dan 
penangg
ulangan 
TB di 
Kota 
Malang. 
Pada 
tahun 
2013 
anggara
n untuk 
bidang 
kesehata
n hanya 
6,63% 
dari total 
APBD 
Mengaju
kan 
rancanga
n 
program 
dan 
anggara
n 
(Renstra) 
namun 
program 
dan 
anggara
n tidak 
terkait 
langsung 
dengan 
pencega
han dan 
penangg
ulangan 
TB di 
Kota 
Malang 
Anggar
an 
bersum
ber dari 
APBD 
Provinsi
. 
Karena 
itu 
RSSA 
tidak 
memilik
i 
kewena
ngan 
untuk 
mengaj
ukan 
anggar
an di 
Pemeri
ntah 
Kota 
Malang 
Tidak 
berperan 
dalam 
penyusu
nan 
program 
Anggara
n 
Kesehat
an 
sehingga 
tenaga 
kesehata
n di 
puskesm
as tidak 
menduku
ng 
pencega
han dan 
penangg
ulangan 
TB di 
Kota 
Malang 
Tidak 
berperan 
dalam 
penyusu
nan 
kebijaka
n APBD 
sehingga 
anggara
n 
penduku
ng 
program 
pencega
han dan 
penangg
ulangan 
TB 
hanya 
bersumb
er dari 
Global 
Fun dan 
anggara
n internal 
Aisyiyah 
Tidak 
berperan 
dalam 
penyusu
nan 
kebijaka
n APBD 
sehingga 
anggara
n 
penduku
ng 
program 
pencega
han dan 
penangg
ulangan 
TB 
hanya 
bersumb
er dari 
Global 
Fun. 
Tidak 
berper
an 
aktif 
penyu
sunan 
kebija
kan 
APBD. 
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Melakuka
n 
Komunik
asi 
(Penyulu
han dan 
Pendamp
ingan) 
bagi 
Penderita 
TB) 
Pemerint
ah dan 
DPRD 
Kota 
Malang 
dapat 
dipastika
n tidak 
melakuk
an 
komunik
asi 
secara 
baik 
kepada 
rakyatny
a tentang 
persoala
n TB.  
Dinkes 
Kota 
Malang 
memban
gun 
komunik
asi 
dengan 
penderita 
TB 
melalui 
Puskesm
as. 
Karena 
itu, 
Dinkes 
tidak 
terlalu 
paham 
tentang 
persoala
n TB di 
Kota 
Malang. 
Justru 
yang 
lebih 
paham 
adalah 
kelompo
k-
kelompo
k 
masyara
kat dan 
puskesm
as.  
Komuni
kasi 
RSSA 
dinilai 
buruk 
karena 
petugas 
layanan 
Poli TB 
RSSA 
memba
ngun 
komuni
kasi 
yang 
menaku
tkan 
bagi 
penderi
ta TB. 
Sehing
ga 
penderi
ta TB 
tidak 
mau 
berobat 
secara 
tuntas. 
Komunik
asi 
Puskesm
as 
dengan 
Penderit
a TB dan 
masyara
kat 
umum 
dinilai 
cukup 
intens. 
Petugas 
Puskesm
as 
melakuk
an 
penyuluh
an 
minimal 
2-3 kali 
dalam 
satu 
bulan. 
Namun 
Puskesm
as 
mendapa
tkan 
tantanga
n 
tersendiri 
dalam 
berkomu
nikasi 
dengan 
masyara
kat 
tentang 
TB. 
Masyara
kat 
masih 
menutup 
diri 
tentang 
masalah 
TB. 
Komunik
asi 
Aisyiyah 
Kota 
Malang 
melalui 
kader TB 
yang 
dibentuk 
dengan 
masyara
kat dan 
penderita 
TB dinilai 
cukup 
baik. 
Karena 
mereka 
dapat 
berkomu
nikasi 
secara 
langsung 
dengan 
masyara
kat. 
Namun 
di 
lapangan 
seringkal
i kader 
TB 
belum 
terlalu 
memaha
mi 
tentang 
penyakit 
TB 
sehingga 
komunik
asi yang 
dibangun 
belum 
cukup 
efektif. 
Komunik
asi 
KNCV 
dengan 
penderita 
TB 
masih 
terbatas 
hanya 
dengan 
penderita 
MDR. 
Padahal 
persoala
n TB 
Paru dan 
TB jenis 
lainnya 
masih 
membutu
hkan 
perhatian 
serius. 
Toga 
dan 
Toma 
tidak 
terlalu 
aktif 
melak
ukan 
komun
ikasi 
denga
n 
masya
rakat 
tentan
g 
persoa
lan 
TB.  
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Memberi
kan 
Pelayana
n 
Kesehata
n bagi 
Penderita 
TB 
Pemerint
ah dan 
DPRD 
Kota 
Malang 
dinilai 
tidak 
terlalu 
memper
hatikan 
program 
layanan 
kesehata
n bagi 
penderita 
TB. 
Sehingg
a sarana 
dan 
prasaran
a 
terutama 
petugas 
kesehata
n 
masyara
kat 
masih 
sangat 
terbatas.  
Dinkes 
Kota 
Malang 
memberi
kan 
pelayana
n bagi 
penderita 
TB 
masih 
sangat 
konvensi
onal 
yaitu 
melalui 
kegiatan-
kegiatan 
formal 
seperti 
seminar, 
lokakary
a, dan 
publikasi.  
Pelaya
nan 
kesehat
an 
RSSA 
bagi  
penderi
ta TB 
dinilai 
cukup 
baik, 
namun 
pelayan
an 
RSSA 
masih 
mengg
unakan 
pola 
meneri
ma 
layanan 
pasien 
di 
tempat 
RSSA. 
Belum 
menunj
ukkan 
adanya 
layanan 
respons
ive 
(jemput 
bola) 
Pelayana
n 
kesehata
n 
Puskesm
as bagi 
penderita 
TB dinilai 
cukup 
baik. 
Puskesm
as 
berupaya 
melayani 
penderita 
TB 
dengan 
sistem 
jemput 
bola 
(layanan 
responsif
) 
Aisyiyah 
Kota 
Malang 
memberi
kan 
layanan 
kesehata
n kepada 
masyara
kat 
termasuk 
penderita 
TB 
cukup 
optimal, 
karena 
mereka 
membuk
a 
konstulta
si 
kesehata
n bagi 
masyara
kat. Dan 
mereka 
juga 
memiliki 
organisa
si yang 
cukup 
rapi 
untuk 
menjalan
kan 
program 
pencega
han dan 
penangg
ulan TB 
di Kota 
Malang. 
Namun 
layanan 
kesehata
n yang 
diberikan 
Aisyiyah 
belum 
cukup 
menyent
uh 
secara 
Layanan 
kesehata
n KNCV 
bagi 
penderita 
TB 
cukup 
baik 
namun 
masih 
terbatas 
pada TB 
MDR.  
Toga 
dan 
Toma 
belum 
berper
an 
secara 
baik 
untuk 
memb
erikan 
pelaya
nan 
keseh
atan 
kepad
a 
masya
rakat 
(pend
erita 
TB) 
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merata di 
setiap 
masyara
kat.  
Memberi
kan 
Informasi 
tentang 
data TB 
kepada 
Publik 
Pemerint
ah dan 
DPRD 
tidak 
memaha
mi data 
TB di 
daerah 
Kota 
Malang. 
Karena 
itu, 
informasi 
tentang 
TB di 
Kota 
Malang 
masih 
sangat 
terbatas.  
Dinkes 
Kota 
Malang 
belum 
memiliki 
data 
yang 
cukup 
rapi 
tentang 
TB di 
Kota 
Malang, 
terutama 
tentang 
data TB 
berdasar
kan 
jenisnya.  
RSSA 
juga 
dinilai 
tidak 
memilik
i data 
yang 
cukup 
baik 
tentang 
angka 
TB. 
Puskesm
as cukup 
kaya 
akan 
data TB 
namun 
belum 
tersusun 
dengan 
baik 
kedalam 
laporan 
tahunan 
Karena 
akibat 
dari 
Dinkes 
yang 
tidak 
memiliki 
data TB 
yang 
baik, 
maka 
Aisyiyah 
pun tidak 
memiliki 
data TB 
yang 
cukup 
riil. 
KNCV 
dinilai 
memiliki 
data 
yang 
baik 
tentang 
angka 
TB di 
Kota 
Malang 
karena 
mereka 
disetiap 
saat 
melakuk
an 
updating 
data TB 
secara 
online, 
namun 
mereka 
masih 
tertutup 
dengan 
mitra 
lainnya. 
Toga 
dan 
Toma 
tidak 
memili
ki data 
TB. 
Akhirn
ya 
merek
a tidak 
memili
ki 
argum
ent 
yang 
kuat 
dalam 
membi
caraka
n 
persoa
lan TB 
di 
Kota 
Malan
g.  
 
 
Analisa Peran Stakholders 
Dalam upaya penanggulangan TB tidak bisa dilepaskan dari  peran staholder.  Peran 
stakholders itu sangat penting untuk mendukung  program pencegahan dan 
penanggulangan TB secara efektif, menyeluruh, dan tuntas di Kota Malang. Tidak 
mungkin program pembangunan termasuk dalam pencegahan dan penanggulangan TB 
tanpa didukung oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat.  Salah satu stakeholder 
yang banyak berperan dalam penanggulangan TB adalah PP. PP. Aisyiyah. Aisyiyah   
sebagai bagian dari organisasi masyarakat (Ormas) dinilai telah menunjukkan komitmen 
serius untuk mengupayakan pencegahan dan penanggulangan TB hingga ke daerah-
daerah yang didelegasikan kepada Pengurus Cabang termasuk Pengurus Cabang 
Aisyiyah kota Malang. Komitmen serius PP Aisyiyah   ditunjukan  dengan membentuk  
Community TB Care Aisyiyah (Principal Recipient-PR), dan Sub Recipient (SR).  
 
Di tingkat daerah  pengurus cabang  Aisyiyah Kota Malang  membentuk  Tim 
Pencegahan dan Penanggulangan TB Kota Malang beserta programnya.     Disamping 
itu, juga dibentuk kader-kadaer TB, yang disebar  untuk menjadi ujung tombak dalam 
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pembrantasan TB. Komitmen ini dibangun Pimpinan Aisyiyah Kota Malang berlandaskan 
pada teologis sosial yang berdasrkan pada makna ayat suci Al-Quran Al-Ma’un atau 
mereka menyebutnya “Spirit Al-Ma’un dalam Gerakan Penanggulangan TB”.   
 
Untuk mensukseskan program pencegahan dan penanggulangan TB, dilakukan kerja 
sama dengan berbagai pihak. Di Tingkat pusat, PP Aisyiyah bekerja sama    dengan  
Organisasi Internasional  seperti Global Fund.  Global Fund, memberi dukungan  dana 
baik untuk program pencegahan dan penanggulangan TB, maupun untuk penelitian. 
 
 
Bagan 6 
Struktur Organisasi Pencegahan dan Penanggulangan TB Pimpinan Aisyiyah 
Kota Malang  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagan di atas menunjukkan Pimpinan Aisyiyah Kota Malang 
menjalankan program pencegahan dan penanggulangan TB di Kota Malang berasaskan 
koordinasi struktural dan berbasiskan pada keterlibatan masyarakat sebagai kader yang 
menjalankan tugas pencegahan dan penanggulangan TB di Kota Malang. Berasaskan 
koordinasi struktural dimaksud adalah pimpinan Aisyiyah Kota Malang bekerja 
menjalankan program pencegahan dan penanggulangan TB memperhatikan arahan dan 
Pimpinan ‘Aisyiyah Pusat 
Principal Recipiant  
Community TB Care Aisyiyah 
Pimpinan Aiyiyah Wilayah Jatim  
Sub Recipiant 
Pimpinan Daerah Kota Malang 
Sub-Sub Recipiant 
Kader TB 
Masyarakat Umum 
Penderita TB maupun Non Penderita TB 
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program kerja Pimpinan Pusat Aisyiyah dan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jatim sebagai 
acuan dasar untuk struktur Sub-sub Recipiant hingga tingkat Kader TB. Hemat kami, 
kerapian struktural organisasi ini akan berdampak secara nyata mewujudkan 
pelaksanaan progran pencegahan dan penanggulangan TB di Kota Malang secara 
efektif, tuntas, dan berkelanjutan.  
 
Pimpinan Aisyiyah Kota Malang melalui organisasi di atas menjalankan beberapa 
program penceghan dan penanggulangan TB di Kota Malang, yaitu memberi pelatihan 
khusus kepada kader TB secara sistimatis sehingga mereka (kader TB) dapat memiliki 
ilmu pengetahuan tentang pencegahan dan penanggulangan TB. Pimpinan Aisyiyah 
Kota Malang selain mengadakan pelatihan bagi kader TB, juga menerbitkan buku 
Penanggulangan TB sebagai bahan bacaan bagi Kader TB. Dengan buku tersebut, 
kader TB dapat meningkatkan Ilmu Pengetahuan tentang Penanggulangan TB.  Dengan 
ilmunya tersebut, diharapkan kader TB dapat menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu 
memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama penderita TB untuk hidup sehat 
dan bersih, berobat secara tepat, tuntas dan berkelanjutan serta mengetahui mekanisme 
pelayanan TB gratis di Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) pemerintah maupun swasta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: Dokumen Pimpinan Aisyiyah Kota Malang.  
Gambar 11 Buku Penanggulangan TB. 
 
Pimpinan Aisyiyah Kota Malang juga menyiapkan stiker/pamflet tentang 
penanggulangan TB untuk diberikan kepada para kader TB sebagai sarana sosialisasi 
penanggulangan TB di wilayah kerja masing-masing. Kader TB menyampaikan 
stiker/pamflet kepada masyarakat umum terutama bagi penderita TB dengan harapan 
mereka membaca, memahami, dan menyadari pentingnya mencegah dan mengobati TB 
secara tuntas dan berkelanjutan. 
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Sumber: Dokumentasi Koordinator SSR Aisyiyah Kota Malang, 2014.  
Gambar 12 Stiker/Pamflet Penanggulangan TB. 
 
Pimpinan Aisyiyah Kota Malang menyadari kerja pencegahan dan penanggulangan TB 
di Kota Malang tidak dapat dilakukan dengan sendirian melalui organisasi yang dibentuk 
seperti di atas, namun juga dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak terutama 
pemangku kebijakan dan Unit Pelayanan Kesehatan (UPK).  
 “......Dalam upaya penanggulangan TB di masyarakat, program 
penanggulangan TB yang dilaksanakan memerlukan campur tangan dan 
keterlibatan semua pihak untuk bersama-sama melakukan 
penanggulangan TB......Dengan melibatkan berbagai pihak khususnya 
tokoh agama atau mubaligh-mubalighot di tingkat masyarakat, berharap 
bahwa akan terjadi percepatan pemahaman di masyarakat tentang 
penyakit TB, cara penularan, bagaimana mengatasinya. Bahkan 
mendorong masyarakat secara bersama-sama melakukan upaya 
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penanggulangan TB agar akhirnya masalah ini dapat dituntaskan oleh 
masyarakat itu sendiri”, (Buku Penanggulangan TB, Community TB Care 
Aiyiyah-Tanpa Tahun).  
 
Karena itu, Pimpinan Aisyiyah Kota Malang berupaya keras untuk membangun jejaring 
kerjasama dengan berbagai pihak. Pada tanggal 27 Agustus 2014, Pimpinan Aisyiyah 
Kota Malang berhasil mengikat kerjasama dengan Rumah Sakit Daerah Saiful Anwar 
(RSSA) melalui Nota Kesepemahaman (MoU). Pembahasan draf MoU dilaksanakan di 
RSSA (Ruang Singosari Lantai III Poli Umum RSSA) dengan mengundang Dinas 
Kesehatan Provinsi Jatim, Dinas Kesehatan Kota Malang, LSM KNCV, Akademisi 
Universitas Muhammadiyah Malang, dan Pemuda Muhammadiyah Kota Malang.  
 
Setelah melalui pembahasan aktif, MoU tersebut disepakati secara baik oleh kedua 
belah pihak yaitu pihak Pertama Dr. Hj. Esty Martiana Rachmie (Ketua PWM Jatim), dan 
pihak Kedua 2. Dr. Budi Rahayu, MPH (Direktur RSU Dr. Saiful Anwar). Alasan kenapa 
yang bertindak sebagai pihak pertama adalah Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jatim, dan 
kenapa buka Pimpinan Daerah Kota Malang, karena menyamakan dengan posisi RSU 
Dr. Saiful Anwar yang berkedudukan pada wilayah Provinsi Jawa Timur.  
 
MoU tersebut mengatur kerjasama tentang Program Penanggulangan Tuberkulosis 
(High Quality DOTS  dan Multi Drug Resistant TB )  di RSU Dr. Soaiful Anwar. Ruang 
lingkup kerjasama ini meliputi tercapainya komitmen dalam pelaksanaan High Quality 
DOTS dan Pengendalian TB-MDR di RSU Dr. Saiful Anwar. Dengan pokok kegiatannya 
mencakup: (1) Memastikan pasien TB akan melanjutkan pengobatan/dirujuk dari RSU 
Dr. Saiful Anwar ke pengobatan Fasyankes yang sudah disepakati antara RS dengan 
pasien, (2) Membangun jejaring internal dan eksternal untuk pelaksanaan program TB 
DOTS. (3) Pendampingan dan memastikan pasien TB-MDR disiplin berobat secara rutin 
dan menyelesaikan pengobatan, serta melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau 
kemajuan pengobatan. (4) Pendampingan dan memastikan pasien TB-MDR yang dirujuk 
oleh RS-PMDT ke puskesmas satelit tetap melanjutkan dan menyelesaikan pengobatan 
serta melakukan pemeriksaan rutin memantauan kemajuan pengobatan 
 
Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang juga sedang berupaya membangun kerjasama 
dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Malang. Namun hal ini masih menuai kendala, 
diantaranya (1) keterbukaan dan ketersediaan informasi mengenai program 
penanggulangan dan pencegahan TB dari Dinas Kesehatan Kota Malang masih 
terbatas, (2) sehingga komunikasi Pimpinan Daerah Aisyiyah Dau Malang dengan Dinas 
Kesehatan Kota Malang kurang efektif, dan (3) pada gilirannya Pimpinan Daerah 
Aisyiyah Dau Malang sulit membangun kesamaan visi-misi dengan Dinas Kesehatan 
Kota Malang untuk bersama-sama menjalankan program pencegahan dan 
penanggulangan TB di Kota Malang secara efektif, tuntas, dan berkelanjutan.  
 
Kendati demikian Pimpinan Daerah Aiyiyah Kota Malang tetap berusaha untuk terus 
berkomunikasi dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Malang dengan berbagai cara 
seperti mengundang pada acara pelatihan kader, seminar, dan FGD Penanggulangan 
TB di Kota Malang. Dengan mekanisme tersebut, diyakini Pimpinan Daerah Aiyiyah Kota 
Malang akan dapat bekerjasama dengan baik baik dengan Dinas Kesehatan Kota 
Malang. Selain itu, Aisyiyah Kota Malang juga berupaya membangun komunikasi dan 
kerjasama dengan LSM, Ormas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Anggota DPRD, 
Kelompok Penggagas, dan Kelompok Dukungan Sebaya (KDS). Namun komunikasi 
tersebut sedang dibangun dengan harapan terciptanya kerjasama yang baik untuk 
pencegahan dan penanggulangan TB secara efektif, tuntas, dan berkelanjutan.  
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Selain Aisyiyah Kota Malang, terdapat beberapa stakeholder lain yang berperang dalam 
pencegahan TB di Kota Malang yaitu Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) dan LSM 
KNCV. KDS banyak memberikan informasi dan edukasi serta dukungan sosial terutama 
pada pendererita TB HIV.  Hal ini karena KDS memfokuskan pada  penanggulangan 
HIV/AIDS termasuk di dalamnya adalah TB, karena HIV/AIDS tidak bisa dilepaskan 
dengan TB. Sedangkan LSM KNCV fokus pada program pengobatan TB MDR. Dalam 
menjalankan programnya tersebut KNCV bekerjasama dengan Global Fun, Rumah 
Sakit, dan Dinkes Kota Malang. 
 
Tabel 13 
 Analisis Peran Stakholders 
Permasalahan/Peran 
Stakholders 
RSSA Aisyiyah KNCV KDS 
Perilaku Masyarakat 
yang belum 
tersadarkan untuk 
hidup bersih dan 
sehat 
RSSA tidak 
terlalu 
memperhatikan 
prilaku 
masyarakat 
dalam hidup 
sehat dan 
bersih.  
Aisyiyah Kota 
Malang melalui 
kader TB yang 
dibentuknya 
berupaya 
melakukan  
penyuluhan 
kepada 
masyarakat 
untuk hidup 
bersih dan 
sehat. 
KNCV tidak 
terlalu fokus 
pada 
pendampingan 
prefentif 
namun lebih 
pada 
pengobatan 
penderita TB 
MDR.  
KDS memiliki 
kesadaran untuk 
mendorong 
supaya 
masyarakat 
hidup sehat dan 
bersih namun 
KDS memiliki 
keterbatasan 
sumber daya 
manusia dan 
keuangan 
sebagai 
pendukung 
kegiatan.  
Buruknya 
komunikasi layanan 
RSSA terhadap 
Penderita TB 
Sedikitya 
Tenaga 
kesehatan 
yang terdapat 
di RSSA 
membuat 
pelayanan 
petugas 
kepada 
Penderita TB 
menjadi kurang 
maksimal, 
akibatnya 
komunikasi 
yang terjadi 
antara petugas 
dengan 
penderita TB 
akhirnya 
menjadi buruk 
Aisiyah telah 
menjalin 
kerjasama 
dengan RSSA 
yang diwujudkan 
dengan MOU 
untuk 
penanggulangan 
TB, terutama TB 
MDR. 
KNCV tidak 
berperan 
dalam 
menjembatani 
buruknya 
komunikasi 
yang terjadi 
antara RSSA 
dengan 
Penderita TB 
tapi lebih 
fokus pada 
penanganan 
TB MDR 
KDS 
mengadakan 
pertemuan 
untuk 
membahas 
permasalahan 
apa yang 
dihadapi dan 
perkembangan 
terbaru 
mengenai 
penyakit TB 
Buruknya Pelayanan 
Kesehatan 
Pemerintah Kota 
Malang terhadap 
Kurangnya 
Tenaga 
kesehatan di 
RSSA 
 Aisiyah Kota 
malang melalui 
kader 
masyarakat 
KNCV 
berusaha 
memberikan 
pelayanan 
KDS 
mengadakan 
pertemuan 
untuk 
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penderita TB merupakan 
salah satu 
kendala yang 
menyebabkan 
RSSA tidak 
maksimal 
dalam upaya 
memberikan 
pelayanan 
kepada 
masyarakat. 
yang dibentuk 
telah 
memberikan 
penyuluhan 
kepada 
masyarakat 
tentang penyakit 
TB  
yang baik 
kepada 
penderita TB 
yang 
difokuskan 
pada TB MDR 
dengan 
memberikan 
uang transport 
dan susu yang 
diperoleh dari 
global fund. 
membahas 
permasalahan 
apa yang 
dihadapi dan 
perkembangan 
terbaru 
mengenai 
penyakit TB 
Minimnya program 
dan anggaran untuk  
pencegahan dan 
penanggulangan TB 
Terbatasnya 
tenaga 
kesehatan, 
terutama untuk 
penyakit TB 
dan 
terbatasnya 
anggaran 
membuat 
RSSA kurang 
memberikan 
pelayanan 
yang maksimal 
terhadap 
Penderita TB 
Aisyiyah tidak 
terlibat secara 
aktif dalam 
penyusunan 
program dan 
kebijakan 
anggaran Kota 
Malang 
sehingga tidak 
terdapat 
program dan 
anggarakan 
Pemerintah Kota 
Malang yang 
berpihak pada 
program 
pencegahan dan 
penanggulangan 
TB di Kota 
Malang. 
KNCV 
memberikan 
bantuan 
kepada 
Penderita TB 
yang berupa 
uang transport 
tiap bulan dan 
susu yang 
berasal dari 
Global Fund. 
KDS 
mengadakan 
pertemuan 
untuk 
membahas 
permasalahan 
apa yang 
dihadapi dan 
perkembangan 
terbaru 
mengenai 
penyakit TB 
Terbatasnya 
informasi tentang TB 
di Kota Malang 
Terbatasnya 
tenaga 
penyuluh 
kesehatan di 
RSSA 
sehingga 
Petugas RSSA 
kurang  
maksimal 
memberikan 
sosialisasi 
kepada 
masyarakat. 
Aisiyah telah 
memberikan 
sosialisasi 
tentang TB 
kepada 
masyarakat 
melalui kader 
masyarakat 
yang telah 
dibentuk, 
walaupun 
jumlah kader 
.masyarakatnya 
masih terbata 
KNCV telah 
berperan aktif 
memberikan 
sosialisasi 
kepada 
masyarakat, 
tapi hanya 
sebatas 
maslah TB 
MDR 
KDS 
mengadakan 
pertemuan 
untuk 
membahas 
informsi terbaru 
terkait 
penanggulangan 
TB 
 
  
Rekomendasi Aksi Advokasi dan Hasil yang diharapkan 
Rekomendasi rencana advokasi merupakan upaya mengatasi atau memecahkan 
persoalan yang ditemukan dari hasil analisa TB daerah Kota Malang sebagaimana yang 
dijelaskan pada bagian akar masalah TB.  Rekomendasi aksi advokasi dilakukan dalam 
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tiga bentuk  rekomendasi yaitu Rekomendasi Aksi Utama, Aksi Pendukung, dan Aksi 
Kemitraan. 
 
Alur pencapaian hasil tiga bentuk rekomendasi aksi tersebut dapat digambarkan pada 
gambar berikut ini. 
 
 
Bagan 7 
Alur Pencapaian Aksi Pencegahan dan Penanggulangan TB di Kota Malang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Tiga bentuk rekomendasi aksi  tersebut di atas dinilai mampu menyelesaikan akar 
masalah TB di Kota Malang secara efektif, tuntas, dan berkelanjutan dalam mencapai 
target yang diinginkan (Target MDGs). Alur rekomendasi  tersebut di atas akan 
dijelaskan secara rinci pada point 5.2. Sedangkan tiga bentuk advokasi tersebut di atas 
akan dijelaskan secara rinci pada point 5.3., 5.4., dan 5.5.  
 
 
Rekomendasi Aksi Advokasi 
Ada tiga bentuk rencana aksi advokasi   yaitu Aksi Utama, Aksi Pendukung, dan Aksi  
Kemitraan. Tiga bentuk aksi tersebut menunjukkan tujuan masing-masing rencana aksi 
advokasi adalah: 
 
a. Aksi utama bertujuan untuk (1) mempengaruhi  pembuat kebijakan, agar 
peduli terhadap masalah TB. Karena tanpa adanya  kebijakan  yang 
berpihak pada TB, sulit rasanya untuk menanggulangi TB.  Sasaran  dalam 
aksi   utama yaitu Pemerintah  Kota Malang dan   DPRD Kota Malang.  Di 
samping itu juga kelompok-kelompok peduli TB,  LSM, dan perguruan tinggi 
untuk ikut memberi masukan dalam membuat kebijakan tentang TB. (2) 
Melakukan kampanye atau sosialisasi tentang pencegahan dan 
penanggulangan TB, bahaya TB bagi kehidupan masyarakat, menggugah 
kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan bersih, dan menggugah 
kesadaran penderita TB untuk  mau berobat secara tuntas. Kampanye TB 
harus melalui pendekatan edukatif agar kontraproduktif dimana masyarakat 
menjadi takut yang menimbulkan stigma dan diskriminasi. (3) Aksi nyata 
melakukan pendekatan langsung terhadap penderita TB dengan cara 
AKSI 
ADVOKASI 
Aksi Utama  
Aksi Kemitraan  
Akar Masalah Tuntas 
 (Pengelolaan data minimnya 
kesadaran masyarakat Hidup 
Bersih dan Sehat,  Lemahnya  
komunikasi layanan, 
Minimnya Tenaga Kesehatan 
Masyarakat di Puskesmas, 
Minimnya Program Pelayanan 
Kesehatan yang berpihak pada 
Pencegahan dan 
Penanggulangan TB, dan 
Minimnya Keberpihakan 
Kebijakan Anggaran pada 
Pencegahan dan 
Penanggulangan TB) 
Aksi Pendukung  
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jemput bola (home visit) untuk mengatasi penderita TB yang enggan atau 
takut berobat atau mereka yang putus obat. (4) Advokasi terhadap 
penderita TB yang mengalami diskriminasi baik di tempat kerja dan di 
keluarga maupun di masyarakat.  
 
b. Aksi Pendukung melakukan penyediaan dan pengelolaan data TB sebagai 
bahan formulasi kebijakan pembangunan terutama kebijakan pencegahan 
dan penanggulangan TB. Penyediaan dan pengelolaan data TB dipandang 
penting untuk melahirkan kebijakan pencegahan dan penanggulangan TB 
yang tepat sasaran, efektif, dan efesien.  
 
c. Aksi potensi kemitraan bertujuan untuk  membangun kerja sama dengan 
semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, seperti perusahaan-
perusaan untuk membuat CSR peduli TB, perguruan tinggi untuk membuat 
konsep penaggulangan TB dan riset tentang TB,  kelompok-kelompok atau 
LSM peduli TB dan masyarakat untuk bekerja sama melakukan aksi 
penanggulangan TB.  Secara khusus kemitraan juga perlu dilakukan inter 
dan antara instansi. Inter instansi adalah kerjasama kemitraan dengan 
dinas-dinas seperti dinas kesehatan dengan dinas sosial, dinas 
ketenagakerjaan dan juga permukiman. sedangkan antar dinas adalah 
kemitraan antara pemerintah kota dengan lembaga pemasyarakan  TNI, 
dan Polri, dan lain-lain 
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 Bagan Rencana Aksi Advokasi Pencegahan dan Penanggulangan TB  
 
 di Kota Malang  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akar Masalah TB Rekomendasi Aksi Output Rekomendasi Aksi 
1. Minimnya kesadaran 
masyarakat untuk hidup 
sehat dan bersih 
2. Minimnya kualitas 
pelayanan publik. 
3. Minimnya keberpihakan 
kebijakan pemerintah 
terhadap pencegahan dan 
penanggulangan TB. 
4. Buruknya komunikasi 
layanan RSSA dan Unit 
Pelayanan Kesehatan lain. 
Aksi Utama: 
1. Mempengaruhi pemerintah 
dan DPRD Kota Malang 
untuk membuat kebijakan 
yang berpihak pada 
pencegahan dan 
penanggulangan TB. 
2. Melakukan kampanye dan 
sosialisasi intensif kepada 
masyarakat. 
3. Aksi nyata melakukan 
pendekatan langsung 
terhadap penderita TB. 
Aksi Pendukung: 
 
Penyediaan dan pengelolaan 
data TB pendekatan riset untuk 
merumuskan kebijakan 
Aksi Kemitraan: 
 
Membangun kerja sama dengan 
semua pihak, baik pemerintah 
maupun swasta, seperti 
perusahaan-perusaan untuk 
membuat CSR peduli TB, 
perguruan tinggi untuk 
membuat konsep 
penaggulangan TB dan riset 
tentang TB,  kelompok-
kelompok atau LSM peduli TB 
dan masyarakat untuk bekerja 
sama melakukan aksi 
penanggulangan TB. 
Minimnya ketersediaan data 
TB. Data TB tidak terdata 
secara rinci berdasarkan 
klasifikasi jenis TB 
1. Tidak adanya 
komunikasi yang baik 
antar lembaga/instansi 
pemerintahan. 
2. Minimnya keterlibatan 
sector swasta/CSR 
dalam pencegahan dan 
penanggulangan TB. 
3. Minimnya kajian 
ilmiah perguruan tinggi 
tentang TB. 
1. Tingginya kesadaran 
masyarakat untuk hidup 
sehat dan bersih. 
2. Membaiknya kualitas 
pelayanan public. 
3. Kebijakan pemerintahan 
yang berpihak kepada 
pencegahan dan 
penanggulangan TB. 
4. Komunikasi layanan yang 
baik, 
 
Ketersediaan data TB yang 
akurat dan kebijakan TB tepat 
sasaran 
 
Kerjasama semua pihak dan 
pencegahan dan 
penanggulangan TB di Kota 
Malang 
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Ketiga bentuk aksi di atas menuju satu tujuan akhir yaitu mencegah munculnya TB baru, 
dan menanggulangi penderita TB CNR 1610 orang secara efektif, tuntas, dan 
berkelanjutan sehingga Kota Malang menjadi Kota Sehat. 
 
 
Rekomendasi Aksi Utama  
Aksi utama merupakan langkah awal dalam menjalankan program pencegahan dan 
penanggulangan penyakit TB di Kota Malang. Karena itu, aksi utama harus dilakukan 
secara tepat dan benar. Berdasarkan temuan tim analisis TB Kota Malang sebagaimana 
yang dijelaskan pada bagian akar masalah bahwa penyebab TB di Kota Malang muncul 
melalui tiga aspek yaitu prilaku masyarakat Hidup Bersih dan Sehat, komunikasi 
layananan RSSA yang dinilai buruk, fasilitas pelayanan yang belum memadai, program 
pencegahan dan penanggulangan TB belum terarah dengan baik, dan kebijakan 
anggaran yang tidak berpihak pada layanan kesehatan terutama dalam bidang 
pencegahan dan penanggulangan TB di Kota Malang.  
 
Berangkat dari persoalan akar malah TB tersebut di atas, maka tim penyusun analisa 
situasi TB Kota Malang merekomendasikan bentuk-bentuk aksi utama berikut ini: 
a. Mempertajam hasil analisa situasi penyebab TB di Kota Malang sehingga 
menjadi sebuah basis data untuk perumusan program layanan TB, dan 
perumusan kebijakan anggaran yang berpihak pada pencegahan dan 
penanggulangan TB di Kota Malang.  
b. Mendorong stakholders melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat 
luas mengenai cara Pencegahan TB, Penanggulangan TB, dan Bahaya 
TB bagi kehidupan dan generasi bangsa. Stakholders melakukan 
sosialisasi dan edukasi harus melalui pendekatan berbasiskan komunikasi 
masyarakat yang ada di daerah sebagai sasaran.  
c. Mendorong stakholders untuk melakukan edukasi kepada masyarakat 
luas khususnya di daerah basis TB (Kecamatan Sukun, Kecamatan 
Kedungkandang) mengenai pentingnya hidup bersih dan sehat (HBS) 
terutama mengenai cara batuk, bersin, dan membuang dahak yang baik 
dan benar.  
d. Mendorong pemerintah Kota Malang (Dinas Kesehatan Kota Malang) 
untuk memperhatikan layanan kesehatan di tingkat puskesmas sebagai 
sarana yang dapat diakses masyarakat terutama penderita TB. Selain itu, 
pemerintah kota malang diarahkan untuk menerapkan layanan kesehatan 
di rumah sakit yang memudahkan akses masyarakat luas.  
e. Mendorong Dinas Kesehatan Kota Malang untuk bermitra sinergis dengan 
satkholders lain. Peneliti menemukan bahwa kurangnya kemitraan antara 
pihak-pihak yang terkait membuat program – program yang dibuat oleh 
Dinkes tidak berjalan dengan baik selain karena tidak terintegrasinya 
antara program yang satu dengan yang lainnya. Karena itulah pihak 
Dinkes perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan 
penanggulangan TB agar terjadi kesepemahaman antara satu dengan 
lainnya, karena peneliti menemukan bahwa Dinas kesehatan selama ini 
kurang terbuka terkait data – data penyakit TB, sehingga hal tersebut 
merupakan salah satu penyebab sulitnya menanggulangi TB di Kota 
Malang. 
f. Mendorong Pemerintah dan DPRD Kota Malang untuk membuat 
kebijakan anggaran yang berpihak pada pencegahan dan 
penanggulangan TB di Kota Malang. Anggaran tersebut harus 
teralokasikan kedalam program strategis Dinas Kesehatan Kota Malang 
yang mengarah pada program pencegahan dan penanggulangan TB di 
Kota Malang secara efektif, tuntas, dan berkelanjutan.  
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g. Mendukung stakeholders terutama Pimpinan Aisyiyah Kota Malang untuk 
terus berupaya membangun komunikasi dengan pihak pemerintah Kota 
Malang (Dinas Kesehatan Kota Malang) sebagai upaya membentuk ikatan 
kerjasama dalam pencegahan dan penanggulangan TB di Kota Malang.  
h. Mendukung Pimpinan Aisyiyah Kota Malang untuk menindaklanjuti ruang 
lingkup kerjasama dengan berbagai Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) 
terutama dengan Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Kota Malang 
mengenai pencegahan dan penanggulangan TB di Kota Malang secara 
tuntas dan berkelanjutan.  
i. Mendukung Pimpinan Aisyiyah Kota Malang untuk terus berupaya 
mendidik kader TB di wilayah Kota Malang agar kader-kader tersebut 
memiliki kemampuan untuk melakukan pendampingan terhadap Penderita 
TB secara tuntas dan berkelanjutan.  
j. Mendukung Pimpinan Aisyiyah Kota Malang untuk terus memperluas 
jejaring kerjasama dengan berbagai organisasi dan masyarakat luas 
dalam rangka pencegahan dan penanggulangan TB di Kota Malang.  
 
Rekomendasi Potensi Kemitraan  
Untuk mewujudkan pencegahan dan penanggulangan TB secara efektif, tuntas, dan 
berkelanjutan di Kota Malang, maka diperlukan jejaring kerjasama (kemitraan) antar 
stakholders terutama Pemerintah Kota Malang, DPRD Kota Malang, Dinas Kesehatan 
Kota Malang, Unit Pelayanan Kesehatan (UPK), Pimpinan Aisyiyah Kota Malang, LSM 
KNCV, Kelompok Dukungan Sebaya (KDS), Perguruan Tinggi (PT), Tokoh Masyarakar, 
dan Tokoh Agama. 
 
Kemitraan tersebut harus berbasiskan pada pandangan yang sama yaitu melakukan 
pencegahan dan penanggulangan TB di Kota Malang secara efektif, tuntas, dan 
berkelanjutan. Pandangan yang sama tersebut diwujudkan melalui peran (kewenangan) 
dan posisi masing-masing stakholders sebagaimana berikut ini.  
1. Pemerintah dan DPRD Kota Malang adalah dua institusi yang memiliki otoritas 
penting dalam menyediakan layanan kesehatan pencegahan dan 
penanggulangan TB melalui kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Kota Malang.  
2. Dinas Kesehatan Kota Malang merupakan Satuan Kerja Pemerintah Kota 
Malang yang memiliki kewenangan langsung untuk melaksanakan pencegahan 
dan penanggulangan TB di Kota Malang.  
3. Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Kota Malang merupakan unit kesehatan yang 
menjalankan program pelayanan kepada masyarakat luas khususnya penderita 
TB di Kota Malang.  
4. Pimpinan Aisyiyah Kota Malang salah satu organisasi keagamaan yang memiliki 
program pencegahan dan penanggulangan TB di Kota Malang.  
5. LSM KNCV merupakan organisasi swadaya masyarakat yang fokus pada 
program advokasi pencegahan dan penanggulangan TB di Kota Malang.  
6. Perguruan Tinggi khususnya Universitas Muhammadiyah Malang merupakan 
bagian dari masyarakat sipil yang secara kelembagaan memiliki kemampuan 
ilmiah untuk menganalisa dan meneliti terkait perkembangan TB di Kota Malang.  
7. Kelompok Dukungan Sebaya (KDS dan kelompok  penderita TB harus dijadikan 
mitra, bahkan ditempatkan di garda depan  
8. Tokoh Agama dan tokoh masyarakat adalah  seseorang yang memiliki pengaruh 
yang kuat dalam kehidupan masyarakats. Dengan pengaruh yang dimilikinya, 
mereka bisa dijadikan sebagai bagian untuk ikut mengkampanyekan hidup 
sehat, khususnya dalam penanggulangan TB.   
 Stakeholders tersebut di atas dipandang memiliki potensi besar dalam 
pencegahan dan penanggulangan TB secara efektif, tuntas, dan berkelanjutan. 
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Karena itu, kemitraan stakholders tersebut merupakan keharusan dalam  
pencegahan dan penanggulangan TB di Kota Malang. Kendati stakeholders di atas 
masing-masing memiliki kewenangan dan posisi yang berbeda namun dalam 
menuju visi yang sama dibutuhkan model kemitraan partisipatif sebagaimana bagan 
di berikut ini.  
 
Bagan 9 
Model Kemitraan Partisipatif Pencegahan dan Penanggulangan TB  
di Kota Malang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekomendasi Rencana Program  
Berdasarkan hasil analisa Akar Masalah sebagaimana yang dijelaskan pada bagian 
sebelumnya, kami merekomendasikan beberapa kebijakan strategis untuk diterapkan 
sebagai upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan TB di Kota Malang, yaitu: 
1. Pemerintah Kota Malang perlu membuat kebijakan pengobatan gratis bagi 
penderita TB disemua level layanan kesehatan terutama di Rumah Sakit 
Umum.  
2. Pemerintah Kota Malang perlu menambah tenaga kesehatan di puskesmas 
sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan publik khususnya bagi penderita 
TB. 
3. Mengintegrasikan program pembangunan kesehatan yang saling terkait 
dengan pencegahan dan penanggulangan TB di Kota Malang.  
4. Pemerintah Kota Malang perlu memperluas program pencegahan dan 
penanggulangan TB yang berbasiskan partisipasi aktif masyarakat. 
5. Pemerintah Kota Malang perlu mendorong partisipasi stakholder secara luas 
sehingga persoalan TB bukan hanya tanggungjawab pemerintah Kota 
Malang.  
Pemerintah dan DPRD 
Kota Malang 
Dinas Kesehatan Kota 
Malang dan UPK 
Aisyiyah Kota Malang, LSM KNCV, PT, 
Toma, Toga, KDS 
Perumusan Program dan 
Kebijakan Anggaran Pencegahan 
dan Penanggulangan TB 
Anggaran dan 
Program Berpihak 
Pencegahan dan 
Penanggulangan 
Masyarakat Umum 
dan TB CNR 1610 
Orang Penderita TB 
di Kota Malang 
Program Sosialisasi, Publikasi, dan Edukasi 
tentang Pencegahan dan Penanggulangan TB 
di Kota Malang 
308 
 
6. Pemerintah Kota Malang perlu menyusun kebijakan anggaran yang berpihak 
kepada persoalan TB. Kebijakan anggaran harus mendukung secara nyata 
penanggulangan dan pencegahan TB di Kota Malang. 
7. Pemerintah Kota Malang perlu melakukan publikasi data tentang TB secara 
transparan, terukur, dan dapat diakses oleh siapapun terutama bagi peneliti 
yang sedang mendalami persoalan TB di Kota Malang. 
8. Organisasi masyarakat terutama Pimpinan Aisyiyah Kota Malang perlu 
membangun komunikasi intensif dengan pemerintah dan DPRD Kota Malang 
dengan harapan terbentuk kerjasama (kemitraan) untuk bersama-sama 
melakukan pencegahan dan penanggulangan TB di Kota Malang.  
9. Pimpinan Aisyiyah Kota Malang perlu memperluas kerjasama dengan 
organisasi masyarakat lain sebagai upaya membumikan gerakan 
pencegahan dan penanggulangan TB di Kota Malang.  
10. Pimpinan Aisyiyah Kota Malang perlu secara langsung bekerjasama dengan 
Komunitas Dukungan Sebaya, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Perguruan 
Tinggi, dan masyarakat umum sebagai bentuk upaya pencegahan dan 
penanggulangan TB secara berkelanjutan.  
 
Tim Analisa TB Daerah Kota Malang menemukan beberapa point penting yang dapat 
ditindaklanjuti sebagai upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan TB di Kota 
Malang. Beberapa point penting dimaksud adalah sebagai berikut: 
1. Pada tahun 2013 angka TB mencapai 1610 Orang. Angka tersebut tersebar 
diberbagai wilayah kecamatan di Kota Malang, dan di berbagai sarana 
pelayanan kesehatan Kota Malang seperti rumah sakit, dan puskesmas. 
Kecamatan Klojen yang merupakan kecamatan terpadat dari kelima 
kecamatan lain di Kota Malang, justru menunjukkan angka TB terendah dari 
kelima kecamatan lain di Kota Malang. Pada konteks ini kami menemukan 
kepadatan penduduk tidak menunjukkan linieritas dengan tingginya angka 
TB di wilayah tersebut.  
2. Penyakit TB di Kota Malang diakibatkan oleh minimnya kesadaran 
masyarakat untuk hidup sehat dan bersih.  
3. Komunikasi petugas kesehatan yang masih kurang,   mengakibatkan 
munculnya rasa takut bagi masyarakat maupun penderita TB.  
4. Penderita TB di Kota Malang mendapatkan pelayanan obat gratis di 
puskesmas, namun  obat gratis tersebut tidak tersedia di rumah sakit. 
Sehingga penderita TB merasa kesulitan untuk mendapatkan akses 
pelayanan di rumah sakit. 
5. Penderita TB menaruh harapan besar terhadap pelayana puskesmas. 
Karena di puskesmas tersedia obat gratis. Namun   penyediaan tenaga 
kesehatan masyarakat di puskesmas sangat terbatas. Tenaga kesehatan 
masyarakat di puskesmas tidak proporsional dengan jumlah puskesmas di 
Kota Malang.  
6. Program pelayanan kesehatan terutama terkait pelayanan pencegahan dan 
penanggulangan TB di Kota Malang dinili sangat jauh dari harapan untuk 
mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Sehat atau terhindari dari penyakit 
TB. Program kesehatan Dinkes Kota Malang masih menjadi tanggungjawab 
Dinas Sosial,  bersifat teknis (administratif), tidak terintegrasi antar program 
dan antar dinas untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan 
penyakit TB di Kota Malang.  
7. Kebijakan Anggaran Pemerintah Kota Malang dinilai belum  berpihak pada 
pelayanan kesehatan. Dari total APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2013, 
hanya 6,22 % untuk bidang kesehatan. Padahal menurut undang-undang 
kesehatan, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran 10% untuk 
bidang kesehatan dari total APBD Kota Malang.  
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8. Anggaran 6,22% bidang kesehatan Kota Malang dari total APBD Tahun 
Anggaran 2013 tidak terdistribusi dalam program pencegahan dan 
penanggulangan TB, justru anggaran tersebut mengarah pada program yang 
tidak terkait langsung dengan bidang pencegahan dan penanggulan TB di 
Kota Malang. Sedangkan anggaran untuk TB hanya mendapatkan alokasi 
sebesar 0,003% dari APBD. 
9. Kerugian total yang dialami akibat penyakit TB adalah sebesar 
1.415.050.875 (Satu milliar empat ratus lima belas juta lima puluh ribu 
delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).Angka itu tergolong tinggi dan 
menyebabkan kerugian tidak saja bagi penderita TB saja, tetapi juga Kota 
Malang. Kerugian besar yang ditimbulkan akibat penyakit TB ini merupakan 
kerugian ekonomi, karena cukup banyak pasien dengan usia produktif, yaitu 
berjumlah sekitar 15.210 akibat sakit dengan jumlah presentase mencapai 
8,25 untuk penderita yang meninggal dunia dan jumlah penderita yang 
berobat mencapai 589 orang.Hal itu diperkuat degan total tahun produktif 
yang hilang dengan presentase mencapai 101,25 dan hari produktif yang 
hilang dengan presentase sebesar 1518,75. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa kerugian ekonomi yang besar menunjukkan bahwa 
upaya yang dilakukan pemerintah masih belum efektif dan belum 
sepenuhnya berhasil. 
10. Kesenjangan antara kebijakan anggaran, program pembangunan kesehatan, 
dan minimnya fasilitas kesehatan untuk pencegahan dan penanggulangan 
penyakit TB di Kota Malang dianggap sebagai pemicu tercipta dan 
meluasnya penyakit TB di Kota Malang.  
 
Persoalan di atas perlu diatasi dengan berbagai bentuk aksi diantaranya aksi utama, 
aksi kemitraan, dan aksi perumusan program strategis pencegahan dan penaggulangan 
TB secara efektif, tuntas, dan berkelanjutan sehingga persoalan sebagaimana temuan di 
atas dapat teratasi secara efektif, tuntas, dan berkelanjutan.  
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